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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi
Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran dan target
kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun
2022. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja
yang terukur. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat
menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa
Timur agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional,
efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik
bagi masyarakat. Terima kasih.

Surabaya, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Drz. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661117 199103 2 008
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EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Mekanisme Penyusunan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun
2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Tahun
2022 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran
strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh
dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah
dirumuskan dalam rencana strategis.

“Mekanisme Pengukuran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4
(empat) Sasaran. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja.

Ringkasan prestasi capaian kinerja masing-masing indikator tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO

INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET | REALISASI %

SASARAN NO

Tujuan : 1 Indeks Pemberdayaan Gender 71-74 72,36* 97,78-
Meningkatnya (IDG) 101,91
Pemberdayaan
Perempuan

Meningkatnya 1 Indek Pengarusutamaan 0,975 0,97* 99,49
kualitas kesetaraan Gender (PUG)
gender, 2 Indek Perlindungan Anak 71,81 64,59* 89,95
perlindungan (IPA)
perempuan dan
anak

Meningkatnya 3 Persentase Lembaga yang 100% 100% 100
Pengelolaan memanfaatkan Profil
Administrasi Kependudukan Provinsi Jawa
Kependudukan Timur




INDIKATOR KINERJA
No SASARAN NO URAIAN TARGET | REALISASI %
3 Meningkatnya 4 Angka Kelahiran Total (Total 1,89 1,94 97,42
Pengendalian Fertility Rate/TFR) per WUS
Penduduk dan usia 15-49 Tahun
Kesejahteraan
Keluarga
4 Meningkatnya 5 Nilai Evaluasi Implementasi 82,31 82,92 100,74
Akuntabilitas SAKIP
Kinerja Perangkat
Daerah

» Ringkasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur :

Ikthtisar pencapaian sasaran tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang

mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kebijakan

strategis Pemerintah Pusat vyaitu Pengarusutamaan Gender (pro-gender).

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur didukung 13 (tiga belas) program yaitu :

1.
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e e
N = O

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
Program Perlindungan Perempuan;

Program Peningkatan Kualitas Keluarga;

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

Program Perlindungan Khusus Anak;

Program Pendaftaran Penduduk;

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Program Pengelolaan Profil Kependudukan;

. Program Pengendalian Penduduk;

. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS);
13.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

» Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :

Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam menunjang keberhasilan
pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang;
Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dibentuk atas dasar Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah, pada Bab Il pasal 3 poin 9 bahwa Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :
a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Kantor DP3AK Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No.
358, Surabaya, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
Dalam melaksanakan 3 urusan, DP3AK Provinsi Jawa Timur dikepalai
seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dan
1 (satu) UPT vyaitu : (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan
Gender; (2) Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak; (3) Bidang
Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga; (4) Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; (5) Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, serta 1 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021)

BAGAN STRUKTUR ORCGANISAS]

DINAS
CEXRETARIAT |
MRETARIAT  |remomrimmsimomemiuit s
| |
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBRAGLAN UMUM DR e
KEPEGAWALLN
| I I [ |
DANG BIDANG BDA BDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMFUAN PERLINDUNGAN DAN SPERLINDUNGAN PEREMPUAN PENCGENDALIAN PENDUDUK DAN KEPENDUDUXAN DAN

DAN KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK ANAK TN KTTALITAS KELUARGA BERENCANA FENCATATAN SIP(L

SUBKOORDMNATOR
DAN EELOMFOR JABATAN
FUNGSIONAL

A
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Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur membawabhi :

e Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender terdiri dari
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e Bidang Perlindungan Peremouan dan Kualitas Keluarga terdiri dari
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Subkoordinator
dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
diterbitkanlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi
Jawa Timur Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Pasal 19 pada Pergub 93 Tahun 2021 tentang kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AK maka
SOTK ini mulai berlaku setelah pelantikan pejabat struktural yang telah
dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022.

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan dating.
Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu
menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan
tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari
lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang
melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur dapat dirangkum sebagai berikut :
1. Belum optimalnya integrasi gender dalam pembangunan;
2. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum
optimalnya pemenuhan hak anak;
Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam politik dan ekonomi;
Akurasi database Kependudukan yang Menjadi Kewenangan Provinsi;

Tingginya angka pernikahan usia anak dan stunting;

o 0 b~ w

Pertumbuhan Penduduk Tinggi.
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D. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja ini untuk memberikan gambaran keterhubungan
antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan Renstra DP3AK Provinsi Jawa
Timur, serta tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai jabaran
dari visi, misi dan strategi bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan RPIJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 dengan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024
DP3AK Provinsi Jawa Timur

RPJMD
PERUBAHAN
PEMERINTAH

PROVINSI
JAWA TIMUR
TAHUN
2019-2024

RENSTRA
PERUBAHAN
DP3AK
PROVINSI
JAWA TIMUR
TAHUN
2019-2024
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Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan

Anak

Indikator Sasaran 1:

1. Indeks Pengarustamaan Gender (PUG)

2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PROGRAM PENGARUSUTAMAAMN

GEMDER DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

[k

1. Persentase Kelembagaan Daerah
Responsif Gender

2. Persentase ARG Jawa Timur

3. Persentase Kab/Kota yang
melakukan pemberdayaan
perempuan bidang politik, sosial,
budaya, ekonomi dan Lingkungan

PROGRAM KUALITAS
KELUARGA

IK : Persentase kebijakan kualitas
keluarga yang dikeluarkan

PROGRAM PEMENUHAN HAK
ANAK

IK - Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

IK - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan
terkait pencegahan dan penguatan
yang mendukung perlindungan
perempuan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
DATA GENDER DAN ANAK

|K - Persentase FD yang memanfaatkan
data gender dan anak

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

K - Jumlah kebijakan yvang dikeluarkan
terkait pencegahan dan penguatan yang
mendukuna

perlindungan anak

Sasaran 2 :
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :

Persentase Lembaga yvang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jatim

PROGRAM PENDAFTARAN
PENDUDUK

IK - Persentase Kabfota vang
melaksanakan Pelayanan pendaftaran

kependudukan sesuai standar

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAMN

1K . Jumlah data yang akurat
{Databaze Kependudukan Bersih
berdasar Semester )

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077
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Sasaran 3:
Meningkatnya Fengendalian Fenduduk dan Kesejiahteraan Keluarga

. Indikator Sasaran 3 :
Angka Kelahoiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WL'S usia 15-49 Tahun

PROGRAM PEMBERDAYAAN PROGRAM

DAN PENINGKATAN PENGENDALIAN PROGRAM

KELUARGA SEJAHTERA PENDUDUK PEMBINAAN

IK : Persentase Mitra KELUARGA

Organisasi Kemasyarakatan di 1K : Persentase BERENCANA

Jawa Timur yang felah Kab/Kota yang )

mendapatkan pemhingan telah 1 - EEREIERE

Ketahanan dan Kesejahteraan melaksanakan 5 el cesilan

keluarga pilar dalam GDPK KB aktif (CPR)
Sasaran 4 :

Meningkatnva Akuniabilitas Kinerja Peranakat Daerah

Indikator Sasaran 4:
Milai Evaluasi Implementasi SAKIP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
1K :

1. Persentase indikator program yang tercapai

2. Persentase realisasi angoaran

3. Indeks profesionalitas ASN

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077
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CASCADING KINERJA PER SASARAN

ESELOM 2

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :
Indeks Pengarusutamaan Gender [PUG)

. ¥

ESELON 3 |

h

Tercapainya Target Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
IE - 1. Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender
2. Persentase ARG Jlawa Timur

.« ¥

FUNGSIONAL |

Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi
IK - 1. Jumlah kab/kota yang mempunyai Peraturan Perundangan PUG (Perda/Perbup/Wali)

2. lumlah dokumen PPRG yang sudah di verifikasi

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan
Provinsi
IK : 1. Jumlah kebiiakan PUG Prov yang telah dihasilkan

2. Jumlah kebiiakan Kab/kota yang telah dihasilkan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
1K : 1 Jumlah laporan hasil menitoring evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Prov
2. Jumlah laporan hasil menitoring evaluasi sinkrenisasi pelaksanaan PUG Kab/Kota

Advokasi Kebiiakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan
Provinsi
IK - 1. Jumlah PD yang mendapatkan pendampingan

2_Jumlah Kab/kota yang mendapatkan pendampingan

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
IK : 1. lumlah lembaga non pemerintahan yang mendapat sosialisasi pelaksanaan PUG
2. Jumlah pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pendampingan PPRG Tim penggerak
PUG Kab/kota se Jatim, auditor, lembaga masyarakat

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077
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ESELON 2

ESELON 3
Tercapainya Peningkatan Kualitas Keluarga
IK : Persentase kebiiakan kualitas keluarga yang dikeluarkan
FUNGSIONAL | l

[

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarza dalam Mewuiudkan Kesetaraan Gender (KG)
dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
IK - Jumlzh Kabkota yang mempunvai kebilakan kualitas keluarga

SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarza

Kewenangan Provinsi
K :

1. Jumlah peserta sosialisasi KIE, KG, dan PA
2. Jumlah media sosialisasi yang diigunakan untuk KIE , KG dan Perlindungan anak bagi
keluarga

ESELON 2

Indeks Pengarusutamaan, Gender [PUG)

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

IK :  Persentase PD yang memanfaatkan data gender dan anak

FUNGSIONAL |

Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penvajian Data Gender dan Anak
dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
1K - Jumlah PD yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi SIGA

¥

SUB KEGIATAN

Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
IK - lumlah PD yang memiliki data terpilah gender dan anak

Penvyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembaagaan Data Provinsi
IK : Jumlah buku yang dihasilkan

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077
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Sasaran 1

Gender [PUG)

[ EsElons |
( Tercapai L‘I Target Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan
1K :
Persentase Eggjl{nta yang melskukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial,
., budaya, budaya, ekonomi dan Lingkungan
[ FUNGSIONAL <
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Terlaksananya Penguatan &
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada pengembangan penyedia
Organisasi Kemasvarakatan Kewenangan Provinsi lavanan pemberdayaan
IK: perempuan kewenangan
Jumlah Perempuan yang menjadi anggota m
parlemen IK :
Jumlah perempuan sebagal tenaga professional Jumlah penguatan dan
Jumlah perempuan yang memberikan kontribusi pengembangan penyedia
pendapatan keluarga lavanan pemberdayaan
peremouan
SUB KEGIATAN
Sosialisasi Peningkatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Partisipasi Pf_:rempuan dalam Pl:!nlltl_gJ Hukum, Sosial
Politik, Hukum, Sosial, dan dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Ekonomi Kewenangan Provinsi IK:
IK 1. Jumlzh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
1. Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik,
peninekatan partisipasi hukum, Sosial dan ekonomi ;
perempuan dalam bidang. 2. Jum_l_ah kab;igtﬁvwrjg_ mendaggtkap pendamgingan
olitik, hukum, social, |:|E|n kebijakan dalam paolitik hukum, sosial budaya
budaya 3. lumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi
7 Jumlahoessrta sosialisasi perempuan bidang politik,social dan budaya
peninekatan partisipasi 4. lumlzah kab/kota yang mendapatkan pendampingan
perempuan dalam bidang kebijakan dalam ekonomi dan lingkungan
ekonomi dan |iI'IE'|':IJr'|EE|nm 5. Jumlzh peserta yang mengikuti pelatinan partisipasi
perempuan bidang ekonomi dan lingkungan
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdavaan Perempuan
Kewenanagan Provinsi
1K :
1. Jumlah PD dan EQJKD‘EE yvang mendacatkan komunikasi dan informasi dan edukasi
pemberdayvaan dan perlindungan perempuan
2. Jumlah brosur, leaflet, buku, banner pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077 4
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ESELOM 2

Sasaran 1

Gender (PUG)

[_ESELON 3 1

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Perempuan
IK - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung

perlindungan
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan
kemprehensif
FUNGSIONAL ‘1 o
e L Lavarian Ruluban Lamton Baei m M
melibatkan para Fihak Korban Kekerasan Layanan Perlindungan Perempua
Daerah Provinsi dan Lintas Dasrah yang memerlukan koordinasi Kewenanzan Provinsi
Kabupaten,Kota Tingkat Daerah Provinsi dan I¥
1K Lintas Daerah Kal Jumlzh lembaga penveda lavanan
Jumnlzh keriasama 4 ungan uan akuf
uan pihzk ru!l.hng_!ﬁ Advokasi Kebi Ellﬂ'ldﬂ:l
> L perempusn rmsn | | Fendampingan Penyediaan Sarana
dan TRPO yang tertaneani Prasarana Layanan bagi Perempuan
SUB KEGIATAM Korban Kekerasan Kewena
_'_ = 3
Koordinasi dan Sinkronisasi I¥.: Jumlzh PO/ab/ Kotz yang
Pialaksanaan Kebiiakan, Frogram Penvediaan Lavanan MEmpURYai Sarana prasarang
dan Kegiatan Pencegahan Fencadusn Masyarakatbagi | | [Gyann peremaan forben
Kekerasan ap Perempuan F:ermmualr}rlliurhl El“Damh kekerasan yang sesuai dengan SOF
N Provinsi dan Lintas Daerah ST
IK : Jumlah peserta Koordinasi dan EWH! Kot n a5 Jumber
ijﬂ& 1K 'j:mlah perempuzn korban Pe o8 Fers %
= na an bagi mpuan
KEASIREAN Dan TR0 (erhenan kekerasan yang tertangani Eﬁ%ﬁ% Kewenangan
BerEmpUEn, poren Semmmn fansnanen.
A 1K - Jumlah pesarta pelatihan
Advokasi Kebijakan dan -
e L .ﬁ%a“ 5"'““"'5“5' kuslitas SDM Penvedia Layanan
Perindu I'-"em_mp_man ﬂ%eﬂ Lawanzn BEui ulmn Lanivtan §aan Kebutuhan ik
el AL ) erampuan EEEE" bagi Perempuan dalam Situasi
IK : Jumlah peserta Adwokssi m I{ewena ba dan W
Rebiakan lsyanan perindungsn | | Proving e e

pErempuaEn

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077

IK : Jumlah koordinasi dan
sinkronizasi penyedia

lzyanan rujukan basi
perempuan koran

kekerazan

1¥ 2 Jumlah kebutuhan spesifik yang
tercurupi b2g perempian.

Jumnlzh pelatihan spesifik
perempuan yang terlaksana

Fenguatan Jejaring antar Lembaga Fermyedia
[amanmmmpﬁm Ferempuan
I{mna% Provinsi dan Lintas Caerah
LEDLREL

1K - Jumndah

erta pe tan jejaring penyadia
lyshan perindungan peremgian

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
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ESELON 2

ESELON 3
Tercapainya Target Indikator Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA]

IK -
L Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak [PHA]

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Provinsi

Ik -
Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang melaksanakan PHA

SUB KEGIATANM l

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Ik - Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usah yang mendapatkan
pendampingan PHA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenanaan Provinsi
IK : Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA

ESELOM 2

-
TEfc:apa'lmTarget Indikator Program Program Pemenuhan Hak Anak (FHA)
IK :
Persentase Kah;'l(uta vang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
., A

FUMGSIOMNAL 1 l

Terlaksananya Penguatan dan m&wmmmnﬂn Pﬂlinﬂl‘lﬂ'l
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
Ik :

Persentase Ierrhgg{g'arigg yang mendorong Penguatan dan Pensembangan Lembaga
Penvedia Lavanan Peningkatan

SUB KEGIATAM I

Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1K - lumlah pEsErta Penﬁgia Iaganan Peningkatan ICuaIit.asHiduE Anak

Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga

penyedia lavanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi

IK : 1. Jumlah peserta Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hiduo Anak

2. lumlah media sosializasi yang digunzkan dalam pengembangan komunikasi informasi
edukasi pemenuhan hak anak

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077 I
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur



ESELOM 2

Meningkatnya kualitas kese

ESELON 3 |

i

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Khusus Anak

perlindunean anak

Jumilah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung

kFersentase anak korban kekerasan yang tertangani secara konferensif

FUNGSIOMNAL ‘1

2

" Terlaksa

Valerasan tehadas arakyans
Paelibatkan Pihak Li
Sation pars Pk L
Daerah Kahugaten,Kota

1K -

Jumiah  Pera Daarah

Provingi K3 yEng

e

i dalam
n kekerasan techadan

anak

Mdmuﬁﬁrgnmdm

Terlaksananya Penyediaan
Parli n khusus yang
Tingkat
Dzerah Provinsi
IK : Cakupan anak korban kekerasan
ok sk ek
penesduan ofeh petusss teristih di

dalam unit p2layanan ternadu

A 4

SUB KEGIATAM
Adwvokasi Kabijalkan dan
SMpinogan
Kebiiakan, Program dan

Kediatan Pencegahan

Kekerasan terhadap Anak

e

I - Jumish peserta yang
‘mengikuts Advokasi
penozgzhan kekerasan

simbh blvkots yane
men aEatkan

pendampingan pelaksanzan

kebijakan terkait
e

tEmadaEmh

i@an nan anak yang
ul ungan khusus

kewensingan erovins
1K 2 Jumlzh jenis layvanan yang tersedia

Penoembangzn Lembaga
Lavanan i Anak
R
Khusus Tingkat Daerah Provinsi
n Daerah

oo

K2
W

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan Anak
yang Memerdukan Perlindvnoan
Khusus Kesenangan Provins

I : Jumiah jenis layanan yang tersedia

Koordinasi dan Sinkronisasi
Daya Lembaga Fenyedia

anan Anak yang
Memerlukan Perlindunoan
Khusus Kewsnangan Provinsi 1K
: Jumlah sarpras yang sudzh
tersedia (UPT PPA Provinsi)

Koordinasi dan Sinkronisasi
Fencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Frovinsi
1K : Jumiah rta Rapat
inasi dan

sinkronisasi Pencezahan
kekerazan ao &En

T
Informes, Edukasi Anak yang
M Perli n Khusus
Keirenangan Provinsi
1¥ - Jumlzh peserta sosizlisasi terkait
KIE anaE yang memeriukan
erlimdungan khusus
Jomizh mesla social yang
dihasilkan

jejaring antar |

ayanan anak yang
memerlukan ndu

n provinsi

1K : Jumlah jejaring / lemba wedia
“yatian stk yarg rendssatian

peningkatan kapasitas SO0

suelah terdeta.

Koordinasi dan Sinkronisasi

Peningkatan Kapasitas Sumber
Lembaga P2 LSRR

&nak yang u

Kewenangan Provinsi

1K Jumlah pes=rta Koordinasi

dan sinkroniszsi peningkatan

kapasitas S0
Jumzh sarpras kab/keta yang

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077
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Lembaga ia nan Anak
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layanan ansk yang aktif
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ESELON 2

Meningkatnya Pengele dministrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :

ESELON 3 I

Tercapainya Target Indikator Program Pendaftaran Penduduk
IK :
Persentase Perekaman KTP Elektronik
 Persentase kartu Identitas Anak (KIA)

~-
FUNGSIONAL c‘

Terlaksananva Pelavanan Pendaftaran Kependudukan

K :
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelavanan pendaftaran kependudukan sesuai
standar

SUB KEGIATAN .

Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan
Masional
IK : Jumnlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk berdasarkan kebijakan nasional
Jumlah kab/kota yang meneikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan
system administrasi kependudukan

Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
IK : Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan S0P Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Jumiah EHEL Yang menglkut peningkatan Eelavaa nan Eendaﬂﬁran Endudu 5e
Jawa timur

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Penzendalian

dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Pendudulk

IK - Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOF Kebiiakan Pendaftaran
Penduduk di Jawa Timur

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077
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ESELON 2

ESELON 3

Sasaran 2

insi_Jawa Timur

Tercapainya Target Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

IK : Jurnlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)

FUMNGSIONAL

¥

Terlaksananya Penataan
pengelolaan informasi
Adrmini ik tudub

1K : Jumiah Kab/Kota yang
Pelayvanan Adminduknya
terkonsolidasi dan
terintegrasi Big Database
berbasis Penunzzalan NIK
sesuai Standar

Terlaksananya Penyelenggaraan
p lolaan Inf i Admini -
Kependudukan Provinsi

1K -

Tersedianya  Database Ferorangan
yENg dapat dimanfaatkan
OPD/Lembaga Masyarakat berbadan
hukum yang telsh mendspst Hk
Akses

SUB KEGIATAN

pemantaztan Data Keoendudukan

¥

Terlaksananya Pembinaan

dan Pengawasan
Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudulkan

Provinsi

Jumlah  Monitoring
dan evzluasi
Pelaksanaan SIAK dan
Data Pelayanan
Kependudukan

telah  terkonsolidasi
dmsicbam

Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantavan, Evaluasi

ek et e )
Pelaporan Adminduk Terkait
Fengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
1K - Jumlzh peserta peningkatan
5DM dan 30F Kebijskan

Kependudukan (SLAK)
Terpadu di Jawa Timur

Pengendalian dan Pemnusunan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kepada Pemangky Kepentingan

dan Masyarakat

1K : Jumlzh buku data kependudukan
per semester dam buletin
kependudukan Provinsi Jawa
Timur yang diterbitkan

Sistim Informasi Administrasi

Penvusunan Tata Cara

Pengelolaan Data
Kependudukan yang Bersifat
Data Persecrangan, Data
Aaregat dan Data Pribadi di

Provinsi dan Kabupaten/Kota
1K -

Jumlzh peserta Pembinaan SDM

manitoring, evaluasi dan

Pengelolaan Data Kependuduk
an Kab./Kota

Koordinasi Berkala antar Lembaga

Pemerintah dan Lembaga

MonPemerintah Kewenangan

Provinsi

1Kz Jumlah OPD, Lembaga
pemerintah dan Lembaga Mon
Pemerintah yang
miemanfaatkan Data
Fependudukan

Pembinaan dan

Pengawasan terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi

Kependudukan,

IK - Jumilah Kab/Kota yang

dimaonitoring dan
evaluasi terkait
Pelaksanaan 314K dan
Data Kependudukan
yang tlah
terkonszolidasi oleh
pusat

penvusunan S0P, program keria,

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur




ESELOM 2

| Jumilah lembaga yg PK5S dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim

FUMGSIOMAL ‘1

J Terlaksananya Penyediaan profil Kependudukan
IK - Profil Kependudukan Prov. 1atim yg valid dan update

\ 4

ercapainya Target Indikator Program Pengelolaan profil Kependudukan ]

SUB KEGIATAN
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
IK : Jumlah data registrasi dari Kab,/Kota
Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka pengembangan penyelarasan program
administrasi kependudukan se jawa timur

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proveksi kependudukan serta Kebutuhan yang
lain

IK - Jumnlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun

Jumilah profil yang telah di inventarisir dari kab/kota

ESELOMN 2

Sasaran 3
NEE

ESELOM 3
Tercapainya Target Indikator Program Pengendalian Penduduk

1K:
Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1K
Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun 5 Pilar dalam GDPK

\ 4

SUB KEGIATAN

Advokasi dan 5osialisasi GDPK
IK - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Sosialisasi dan advokasi GDPK

Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan

Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok

Kegiatan Masyarakat

IK : Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nenformal dan
Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077 1
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ESELOMN 2

Tercapainya Target Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana

[ FUNGSIONAL 1

Terlaksananya Peneembanzan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluwarga Berencana
(KB} Sesuai Kearifan Budava Lokal

IK:
Persentase jumlah kesertaan KB aktif (CPR)

1Kz
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan desain program berbasis kearifan lokal

5UB KEGIATAN l

Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana m I(mnunlkam! Informasi dan

Eduh:a5| {KIE) Pengendallan Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

IK : Jumlah kab/keota yang mendapatkan media promaosi

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Keria

IE2: Jumlah Kab/Kota vang mendapatkan advokasi dan KIE program KKEPE
Jumlah lembaga yang divina atau mendacatkan penguatan

ESELOM 2 |

ESELOM 2
Tercapainva Target Indikator Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)
1K:
Persentase Mitra Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Timur yang telah mendapatkan pembinaan
' Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga oy
FUMNGSIOMAL
Terlaksananwva Pengelol Pelaksanaan Terlaksananva P daw 1 dan
Desain Program Pembangunan Keluarga mm&lan serta Organisasi
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kemasvarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Keseiahteraan Keluarga dalam Pembangu Keluarza Melalui
1K P i Ketahanan dan Keseiahteraan
Jumlah pengelolaan desain program Keluarga
pembangunan keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan kesejahteraan keluarza 1K: Jumlah mitra kerja aktif di tingkat provinsi
yvang dilaksanakan g diberdayakan di bidang K5

$

SUB KEGIATAMN

Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Oraanisasi Kemasyarakatan dalam
Remaja (FIK-R) Fengelolaan Program Ketahanan Keluarga
IK : Jumlah Pengelcla dan Pelaksana Melalui Bina Kelvarga Balita (BKB), Bina
Fusat Informasi Konseling yang Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga
meningkat kapasitasnya Lansia (BKL), Unit Peningkatan
pendapatan Keluarga Sejahtera (UPFKS)
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Pengembangan, dan Penguatan 1K - Jumlah mitra organisasi kemasyarakatan
Penyiapan Pengasvhan 1000 HPK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
1K : Jumlah Mitra organisasi Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga
kemasyarakatan kader yang ter Melalui Bina Keluarga Balita (BKEB), Bina
Fasilitasi, Pembimbingan, Keluarga Remaja (BKR]}, Bina Keluarga Lansia
FPengembangan, dan Penguatan (BKL}, Unit Peningkatan Pendapatan
Penyiapan Pengasuhan 1co0o HPK Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Femberdayaan Ekonomi Keluarga

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077 V4
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ESELON 2

Sasaran 4

ESELOMN 3
Tercapainya Target Indikator Program Penunjang Program Penunjang
Program Penuniang Urusan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Provinsi
IK: Persentase realisasi IK: Indeks profesionalitas
IK: Persentase indikator anggaran ASN

program yang tercapai

ESELON 4

| FUNGSIOMAL

S

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077 7
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Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IK: Jumlah Dokumen perencanaan dan angearan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

IK : Jumlah dokumen perencanaan
perangkat daerah

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD
IK : Jumlah dokurmen DPA perubahan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
REA- SKPD
IK : Jumlah dokurnen REA

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan REA-SKPD
IK Jumlah dokumen perubahan REA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtizar Realisasi
Kinerja SKPD

IK : Jumlah dokumen capaian kinerja

Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrah
IK : Jumlah dokumen evaluasi kinerja

Koordinasi dan Penyusunan DPA&-SKPD
1K - Jumlah dokumen DPA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

IK: Jumlah Laporan Pertangeungjawaban Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASM
IK : Jumlah laporan pembayaran gaji
dan tunjangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Kewangan Akhir Tahun SKPD
IK : jumlah dokumen keuangan SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASM

IK : jumlah laporan administrasi
pelaksanaan tugas ASM

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah laporan verifikasi
penatausahaan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

IK : jumlah laporan akutansi perangkat
daerah

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
IK : Jumlah dokumen tanggapan atas LHP

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK - Jumlah l[aporan keuangan

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Angzaran
IK : jumlah laporan prognosis

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
IK:Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepezawaian

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

IK : jumlah pengadaan pakaian
dinas

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kineria Pegawai
IK : jumlah laporan SKP

Koordinasi dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Kepegawaian
IK : jumlah laporan data pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

IK : jumlah laporan pendidikan dan
pelatihan pegawai berdasarkan tugas
dan fungsi

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077
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Penyediaan Komponen Instalasi

Ijs.triE,J Penerangan Bangunan
Kantor

IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Bahan/Material
IK : jumlah paket pengadaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu
IK : jumlah paket pengadaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
IK : jumlah laporan

i oo g ot gt
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Penyediaan Jlasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

IK : jumlah penyediaan jasa
komunikasi sumberdava air dan
listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
IK : jumlah jasa

Penyediaan lasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

IK - jumlah jasa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

IE : jumlah pemeliharaan,/rehabilitasi
gedung, kantor dan bangunan lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : jurnlzh peralatan dan mesin lainnya
yang dipelihara

Pemeliharaan,/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana (Hl.lnﬁ Kantor gtau Bangunan
Lainnya

IE : jumlah pemeliharaan,/rehabilitasi

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
IK : jumlah pemeliharaan aset tak berwujud

zarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya

Peneelolaan Dokumentasi Pimpinan
IK : jumnlzh hasil olah konten dokumentasi
kegiatan kepala dinas

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIE) Tahun 2077

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur




E. PETA PROSES BISNIS

Untuk menjalankan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam
menangani 3 urusan pemerintahan, diperlukan pemetaan proses bisnis,
sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun proses bisnis untuk masing-masing
urusan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

_

FRETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN KELOMPOK REMTAMN

PENINGKATAN PENINGKATAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMIPUAN

MANAIEMEN RESIKO
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2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

WVENURUMNEAN TINGEAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MASYARAKAT

PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

MAMAIEMEN

3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URUSAN PEMERINTAHARN
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MEWLIUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

PEMNINGKATAN KUALITAS DATABASE KEPENDUDUKAN

MANAIEMEN RESIKO
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F.

RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah DP3AK yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022,

maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tentang Perjanjian Kinerja sudah
dibuat, tetapi ada capaian kinerja yang belum tercapai

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah
ditindaklanjuti.

Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan
tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam
mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan

hasil evaluasi akuntablitas kinerja.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 tertuang
dalam Renstra Perubahan tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja DP3AK
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang telah disusun dalam rentang waktu 1
(satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome,
serta  untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja DP3AK Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2022
dan melaporkannnya dalam LK]IP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan
Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-
2024
Pada Tahun 2022, DP3AK Provinsi Jawa Timur melaksanakan 1 (satu)
Tujuan dan 4 (empat) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen
Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan

Target tercantum pada tabel di bawah ini.
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Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator
Perubahan Renstra Tahun 2019-2024

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Satuan Realisasi Target
Sasaran 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Meningkatnya Meningkatnya kualitas Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 73,04 73,03 72,36 72,36 71,77 72,17
Pemberdayaan kesetaraan gender, (IDG) 7174 7174
Perempuan perlindungan perempuan
dan anak
Indeks Pengarusutamaan Indeks - 0,93 0,97 0,97* 0,96 0,97
Gender (PUG)
0,977* 0,979*
Indeks Perlindungan Anak Indeks 71,80 72,25 64,59 64,59* 71,85 71,90
(IPA)
72,50* 72,75*
Meningkatnya Persentase Lembaga yang Persen - 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan Administrasi memanfaatkan Profil
Kependudukan Kependudukan Provinsi Jawa
Timur
Meningkatnya Angka Kelahiran Total (Total Persen 2,28 2,29 2,21 1,94 1,86 1,83
Pengendalian Penduduk Fertility Rate/TFR) per WUS
dan Kesejahteraan usia 15-49 Tahun
Keluarga
Meningkatnya Nilai Evaluasi Implementasi - 81,30 82,15 82,16 82,92 82,39 82,47
Akuntabilitas Kinerja SAKIP
Perangkat Daerah

Catatan : *) pada target IDG, PUG dan IPA, berdasarkan Rancangan perubahan ke 2 Renstra Tahun 2019-2024
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B.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis Tahun

2022 didukung dengan pagu anggaran P-APBD Tahun 2022 sebesar Rp.

33.632.994.197,-. Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan

Tahun 2022 yang mendukung tercapainya sasaran Renstra DP3AK Provinsi

Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Pagu Anggaran
Tahun (Rp)
2022
1. Meningkatnya 1. Indeks 0,975 1. Program 3.192.294.600
kualitas kesetaraan Pengarusutamaan Pengarustamaan
gender, Gender (PUG) Gender Dan
perlindungan Pemberdayaan
perempuan dan Perempuan
anak 2.Program Perlindungan 1.793.258.120
Prempuan
3.Program Peningkatan 12.148.000
Kualitas Keluarga
4.Program Pengelolaan 591.618.800
Sistem Data Gender dan
Anak
5. Indeks 71,81 1. Program Pemenuhan 1.080.880.000
Perlindungan Hak Anak (PHA
Anak (IPA)
2.Program Perlindungan 1.352.825.918
Khusus Anak
2. Meningkatnya 3. Persentase 100% 1. Program Pendaftaran 653.624.377
Pengelolaan Lembaga yang Penduduk
Administrasi memanfaatkan
Kependudukan Profil 2. Prfogram_Pedng_el_olaan_ 880.464.630
Kependudukan Informasi Administrasi
Provinsi Jawa Kependudukan
Timur
3. Program Pengelolaan 295.443.890
Profil Kependudukan
3. Meningkatnya 4. Angka Kelahiran 1,89 1. Program Pengendalian 599.835.000
Pengendalian Total (Total Penduduk
Penduduk dan Fertility Rate/ 2. Program Pembinaan 270.895.000
Kesejahteraan TFR) per WUS Kelgarga Berencana o
Keluarga usia 15-49 Tahun (KB)
3. Program Pemberdayaan 459.900.000
dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera (KS)
4. Meningkatnya 5. Nilai Evaluasi 82,31 | 1. Program Penunjangan 22.449.805.862
Akuntabilitas Kinerja IMplementasi Urusan Pemerintah
Perangkat Daerah SAKIP Daerah Provinsi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah bentuk
pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian
kinerja. yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara
membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,
menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif :

Capaian = Realisasi x 100%
Target

b. Tingkat Realisasi Negatif :

Capaian = Target — (Realisasi — Target) x 100%
Target

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 | Lebih dari 100% Sangat Baik
2 | 75% sampai dengan Baik
100%
55% sampai 75 % Cukup
4 | Kurang dari 55% Kurang

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut,

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
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Tujuan :
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No. Tujuan Indikator Tahun 2022
Kinerja Target Realisasi % Capaian
2 3 4 5 6
Meningkatnya Indeks 71-74 72,36* 97,78-101,91
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2022 adalah Data Tahun 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022
ditargetkan sebesar 71-74 dan realisasi tahun 2022 sebesar 72,36*, tingkat
capaian sebesar 97,78%-101,95% atau tercapai. Target IDG tahun 2022
mengalami perubahan semula 71,37 menjadi 71-74 sebagai masukan target
dari BPS dan tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2022.

Data realisasi tahun 2022 masih menggunakan data IDG tahun 2021
yang bersumber dari BPS, dikarenakan data tahun 2022 dari BPS masih dalam
tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2023.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen,
yaitu :

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen

2. Perempuan sebagai tenaga profesional

3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya
upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk
memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN
2020-2024 serta Perubahan RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur yaitu
terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan AKSES perempuan
dalam dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara
atau PARTISIPASI; dimudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil
keputusan atau KONTROL pembangunan serta menerima hasil atau
MANFAAT pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen
pendukung IDG tersebut.
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Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. Tujuan Indikator Target Realisasi
Kinerja
Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Indeks 71-74 73,03 72,36 72,36*
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)

Realisasi IDG di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar 73,03.

Sedangkan pada Tahun 2021 realisasi IDG sebesar 72,36, lebih rendah 0,67
poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2020.

Tabel Komponen Pendukung IDG Jawa Timur

Tahun Keterlibatan Perempuan Sebagai | Sumbangan Pendapatan IDG
Perempuan di Parlemen | Tenaga Profesional (%) Perempuan (%)
(%)

1 2 3 4 5
2019 18,33 48,90 35,68 73,04
2020 18,33 49,65 35,81 73,03
2021 17,50 50,73 35,72 72,36

Sumber data : BPS Prov Jatim

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1.

Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2020 sebesar 18,33%.
Komponen ini megalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 17,50. Hal
ini disebabkan adanya pergantian antar waktu anggota parlemen
perempuan digantikan oleh laki-laki. Komponen keterlibatan perempuan di
parlemen di Jawa Timur pada tahun 2021 masih lebih rendah jika

dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,89%.

. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2020 sebesar

49,65% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 50,73%. Komponen ini
mengalami kenaikan sebesar 1,08 poin. Komponen perempuan sebagai
tenaga professional di Jawa Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan

nasional yaitu sebesar 49,99%.

. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2020 sebesar 35,81%

dan pada tahun 2021 menurun menjadi 35,72%. Komponen ini mengalami
penurunan sebesar 0,09 poin jika dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini
disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi pandemi covid-19 yang

mempengaruhi kondisi ekonomi global sehingga banyak terjadi pemutusan
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hubungan kerja termasuk tenaga Kkerja perempuan. Komponen
Sumbangan pendapatan perempuan di Jawa Timur lebih rendah jika
dibandingkan dengan nasional sebesar 37,22%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa adanya
peningkatan kinerja pada 1 (satu) komponen dan penurunan pada 2 (dua)
komponen menyebabkan IDG Jawa Timur tahun 2021 mengalami penurunan.
IDG dan

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing Kab/Kota bervariasi bahkan

Berikut ini adalah Capaian komponennya menurut

banyak Kab/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingka provinsi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya
Tahun 2021

Keterlibatan Perempuan Sebagai

Tenaga Profesional

Sumbangan
Pendapatan
Perempuan (%)

Kab/Kota

Perempuan di
Parlemen (%) (%)

1 Pacitan 15,56 46,45 39,43 70,45
2 Ponorogo 13,33 54,15 35,99 67,63
3 Trenggalek 6,67 56,74 38,05 61,43
4 Tulungagung 12,00 60,80 38,16 65,06
5 Blitar 24,00 56,51 39,90 79,68
6 Kediri 22,00 56,45 31,21 71,64
7 Malang 22,00 49,21 37,12 76,69
8 Lumajang 16,00 50,92 23,98 59,38
9 Jember 16,00 46,55 31,19 66,16
10 Banyuwangi 26,00 47,70 31,37 74,84
11 Bondowoso 13,33 38,75 37,17 65,35
12 Situbondo 31,11 49,66 27,36 73,60
13 Probolinggo 26,00 49,77 25,42 68,75
14 Pasuruan 12,00 57,47 35,21 65,75
15 Sidoarjo 16,00 51,30 29,77 67,10
16 Mojokerto 28,57 50,92 35,01 80,20
17 Jombang 28,00 54,40 28,17 73,76
18 Nganjuk 26,00 47,20 25,64 69,78
19 Madiun 22,22 59,18 30,23 68,97
20 Magetan 15,56 55,54 38,33 70,50
21 Ngawi 22,22 52,93 32,32 71,33
22 Bojonegoro 10,00 48,78 26,68 56,14
23 Tuban 14,00 58,80 31,00 63,51
24 Lamongan 24,00 47,66 33,46 74,05
25 Gresik 20,41 48,48 31,41 71,48
26 Bangkalan 8,00 41,50 36,03 60,03
27 Sampang 6,67 42,68 30,82 55,67
28 Pamekasan 4,44 35,00 34,22 52,44
29 Sumenep 8,33 42,47 36,94 61,79
30 Kota Kediri 36,67 47,48 35,46 84,17
31 Kota Blitar 12,00 50,71 39,11 68,60
32 Kota Malang 26,67 57,80 34,69 77,63
33 Kota Probolinggo 13,33 46,77 31,09 65,05
34 Kota Pasuruan 3,33 47,13 31,84 54,94
35 Kota Mojokerto 16,00 59,56 37,35 70,68
36 Kota Madiun 23,33 55,13 37,65 76,75
37 Kota Surabaya 32,00 49,99 35,83 82,82
38 Kota Batu 16,67 49,51 30,05 68,80
Jawa Timur 17,50 50,73 35,72 72,36
Indonesia 21,89 49,99 37,22 76,26
Sumber data : BPS Prov Jatim
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja
sampai dengan Akhir Periode RENSTRA
No. Tujuan Indikator Target Akhir | Realisasi | Tingkat
Kinerja Renstra* Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Indeks 72,17* 72,36* 100,30%
Pemberdayaan Pemberdayaan s
71-74
Perempuan Gender (IDG)
Catatan : *) Renstra yang digunakan Perubahan Pertama Renstra 2019-2024
**) Rancangan Akhir Perubahan ke 2 Renstra tahun 2019-2024
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Jika capaian IDG tahun 2022 sebesar 72,17 dibandingkan dengan
target akhir Renstra sebesar 72,39, maka tingkat kemajuannya sebesar
100,30%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Standar Nasional

No. Tujuan Indikator Realisasi Realisasi Ket (+/-)
Kinerja Provinsi Jawa| Nasional
Timur
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Indeks 72,36 76,26 -3,9
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)

IDG JAWA TIMUR DAN INDONESIA TAHUN 2011-2021

78
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Pada Tahun 2021, angka IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 72,36 lebih
rendah 3,9 poin dari angka IDG Nasional sebesar 76,26. Hal ini dikarenakan
dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen, dimana Provinsi Jawa
Timur sebesar 17,50% lebih rendah 4,39 poin dari Nasional yaitu sebesar
21,89%. Selain itu, sumbangan pendapatan Provinsi Jawa Timur sebesar
35,72, lebih rendah dari nasional sebesar 37,22.

Dalam rangka peningkatan pencapaian indicator kinerja IDG, upaya yang
dilakukan adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan
melalui pelatihan dalam bidang ekonomi, peningkatan kapasitas politik,
meningkatkan kerja sama dengan organisasi wanita dan peran masyarakat
dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan.
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Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 diukur melalui indikator

Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No. Sasaran Indikator Tahun 2022
Strategis Kinerja Target | Realisasi | % Capaian
1 2 3 4 5 6
1. | Meningkatnya Kualitas | 1.Indeks 0,975 0,97* 99,48
Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan
Perlindungan Gender (PUG)
Perempuan dan Anak
2.Indeks 71,81 64,59* 89,95
Perlindungan
Anak (IPA)
Catatan : *) Realisasi IPA dan PUG tahun 2022 adalah Data Tahun

2021

Capaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun
2022 ditargetkan sebesar 0,975 dan realisasinya sebesar 0,97* tingkat capaian
sebesar 99,48%. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) masih di tahun
2021 dikarenakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak tidak melaksanakan penilaian Anugrah Parahita Ekapraya di tahun 2022
sebagai komponen pelaksanaan PUG. Indeks PUG disusun berdasarkan
pelaksanaan 7 (tujuh) Prasyarat PUG yang dicapai Provinsi Jawa Timur. Hasil
penilaian Anugrah Parahita Ekapraya Jawa Timur mendapatkan Kategori
tertinggi yaitu Kategori Mentor, penghargaan ini juga dinilai dari 7 (tujuh)

Prasyarat PUG, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan 7 (Tujuh) Prasyarat PUG
NO ASPEK PELAKSANAAN

1 Komitmen 1. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur No 9 tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 39 tanggal
13 Juli 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9

tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
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3.

Rencana Pencapaian PUG di Provinsi dan

Kabupaten Kota dengan memberikan arahan

atau petunjuk kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan PUG:

a. Surat Gubernur Jawa Timur
Nomor:300/145.1/109.4/2022 tanggal 8
Februari 2022 Perihal : Penanganan Masalah
Perempuan, Anak dan Keluarga yang
ditujukan kepada Bupati dan Walikota se
Jawa Timur (pada Poin ke 4 yaitu Menyusun
Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan
dan Pemantauan Evaluasi Responsif Gender
dalam Program Kegiatan dan Sub Kegiatan di
APBD Kab/Kota setiap tahun untuk
mendorong peningkatan kinerja IPM Terpilah
Laki dan Perempuan, IPG dan IDG);

b. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur,
Nomor 474.24/506/109.2/2022 Tanggal 18
April 2022 Perihal Anggaran Responsif
Gender (ARG) Th. 2023 yang ditujukan
kepada Direktur RS/Kepala UPT BLUD Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa timur.

2 Kebijakan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun

2019-2024 telah memuat kebijakan yang responsif
gender antara lain

yang tercantum pada:

a. Dasar hukum memuat Undang-Undang No
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Disebutkan salah satunya adalah urusan
wajib non pelayanan dasar yaitu
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
anak dengan 6 sub urusanPeraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
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2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).

b. Data terpilah memuat Persebaran Penduduk
berdasarkan jenis kelamin, Jumlah penduduk
bekerja menurut lapangan usaha utama dan
jenis  kelamin, Kondisi ketenagakerjaan
menurut jenis kelamin.

c. Isu strategis yang responsif gender memuat:

e Kualtias Sumberdaya Manusia Berbasis
Keagamaan dan Kebudayaan. Dalam Isu
ini dibahas tentang IPM dan
permasalahan tentang pendidikan yang
belum merata dan permasalahan
kesehatan AKI, AKB dan stunting yang
masih cukup tingi.

e Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
serta Kesejahtreaan Masyarakat yang
menjelaskan  tentang  pertumbuhan
ekonomi yang belum merata dan
kesejahteraan masyarakat dengan isu
kemiskinan yang belum terselesaikan,
disparitas desa dan tingkat
pengangguran.

e Salah satu permasalahan demokrasi
kewargaan  adalah Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak yang
terdiri dari beberapa isu gender isu yaitu :
a) Belum optimalnya akses , partisipasi
serta kesempatan perempuan sebagai
pengambil keputusan , perempuan dalam
politik dan  peminggiran  ekonomi
perempuan ; b) Masih banyaknya kasus
Trafficing dan kekerasan terhadap
perempuan dan anak ; ¢) Masih tingginya
perkawinan anak ; d) Belum semua
Kab/Kota membentuk UPT PPA; 5 )
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Kurang sinergisme antar sektor dalam

mendukung PUG dan perlindungan anak.

. Program dan Kegiatan yang responsif

gender yang telah di analisis dengan alat
analisis GAP, GBS dan TOR .

. Indikator gender sebagai bagian dari

indikator keberhasilan yaitu indikator kinerja
utama (IKU) Gubernur Jawa Timur adalah
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
Indikator Klnerja Daerah (IKD) adalah
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/62/KPTS/013/2022 tentang Forum

Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/169/KPTS/013/2022 tentang Penerima
Hibah Yang Dievaluasi Oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur.

. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/222/KPTS/013/2022 tentang Kelompok
Kerja Bina Keluarga Pekerja Migran
Indonesia Provinsi Jawa Timur Periode
Tahun 2022-2024.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/235/KPTS/013/2022 tentang Gugus
Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak Provinsi Jawa Timur Tahun
2022.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/283/KPTS/013/2022 tentang Kelompok
Kerja Perlindungan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak dalam Konflik Periode
Tahun 2022-2024.
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. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/371/KPTS/013/2022 tentang Satuan
Tugas Penanganan Masalah Perempuan
dan Anak Provinsi Jawa Timur.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/380/KPTS/013/2022 tentang Sub Kluter
Perlindungan Perempuan Dan Anak dari
Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana
di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-
2024.

. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/710/KPTS/013/2022 Perubahan Atas
Keputusan Gubernur jawa Timur Nomor
188/371/013/2022 tentang Satuan Tugas
Penangan Masalah Perempuan dan Anak

Provinsi Jawa Timur.

3 Kelembagaan

. Keputusan Gubernur Jawa Timur No:

188/118/KPTS/013/2020 tanggal 18 Maret
2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) PUG

Provinsi Jawa Timur

. Keputusan Gubernur Jawa Timur

No0:188/119/KPTS/13/2020 Tentang Tim
Penggerak  Pengarusutamaan  Gender

Provinsi Jawa Timur.

. Keputusan Kepala Dinas P3AK Nomor :

188/29/109.2/Kep/2020 tentang Tim Teknis
Analisis Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender Prov Jawa timur Tahun
2020

. Jumlah Perangkat Daerah vyang telah

membentuk SK Focal Poin adalah sebanyak
65 Perangkat Daerah atau 100%

. Rencana pencapaian PUG Provinsi Jawa

Timur dituangkan dalam Rencana AKksi
Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD

PUG) Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun
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f.

2020 Tentang Rencana Aksi Daerah
Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa
Timur Tahun 2020-2024

Jawa Timur juga sudah mempunyai Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) melalui Pergub
No. 1 Tahun 2021 tentang UPT PPA DP3AK

4 Sumberdaya a.

Sumber Daya Manusia
1. Jumlah perencana di Perangkat Daerah

yang terlatih PPRG sebanyak 65 orang atau
100%

Auditor yang terlatih PUG PPRG sebanyak
3 orang.

Tenaga Fasilitator berjumlah 22 orang
berdasarkan SK Kepala DP3AK Provinsi
Jawa Timur Nomor
474.24/60/Kep/109.2/2022 tanggal 4
Februari 2022 tentang Forum Fasilitator
PUG dan PPRG Provinsi Jawa Timur
Anggaran yang Responsif Gender 2022
sebesar Rp. 7.627.635.118.208,- (51%) dari
nilai total anggaran APBD Provinsi Jawa
Timur T.A. 2022 (diluar Belanja Pegawai dan
Belanja Modal) sebesar Rp.
14.871.414.292.239,-

5 Data Terpilah a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur

dan Sistem

Informasi

Nomor 188/529/KPTS/013/2018 Tentang
Forum Data Terpilah Provinsi Jawa Timur.
Dalam forum data tersebut terdapat
lembaga di luar perangkat daerah yaitu: BPS
dan Lembaga Masyarakat yang berjejaring.
Buku statistik/profil gender yang telah di
keluarkan adalah: Buku Saku Data Gender
Tahun 2022

c. Sistem Informasi yang ada :
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1.https://satu.jawa
timurprov.go.id/sektoral/view/jumlah-bayi.

2. https://bidppp.dp3ak.jawa timurprov.go.id
3. Insta Gram : dp3akjawa timur.official5

4. Website : http://dp3ak.jawa
timurprov.go.id

5. Aplikasi PPRG SUPERSINDEN
https://pprg.dp3ak.jatimprov.go.id/

. Penyusunan PPRG secara rutin setiap

. Buku Pedoman Teknis Perencanaan dan

. Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan

. Modul Pelatihan Integrasi Gender Dalam

. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Timur

. Alat analisis yang digunakan oleh

tahunnya di setiap Perangkat Daereah
menggunakan GAP , GBS dan TOR

Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Provinsi Jawa Timur

Penganggaran Responsif Gender Bagi
Desa

Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi

Jawa Timur

No. 188.4/974/060/2020 tentang Petunjuk
Teknis Pengawasan Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran Yang
Responsof Gender Pada Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah
GAP, GBS dan TOR.

6 Alat, Pedoman
dan Metode

7 Daftar
Lembaga
Jejaring

. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AK

Provinsi Jawa Timur 188/219/109.4/2019
Tentang Pembentukan Forum Partisipasi

Publik Untuk KesejahteraanPerempuan dan
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https://pprg.dp3ak.jatimprov.go.id/

Anak (PUSPA) "GAYATRI" di Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019

a. Lembaga Masyarakat yang berjejaring
dengan Provinsi Jawa Timurr dalam
meningkatkan  kesetaraan  gender,
pemberdayaan dan perlindungan
perempuan dan anak adalah: Koalisi
Perempuan Wilayah Jawa  Timur
(081259359175), Woman Crisis Centre
Jombang (085735035352), Woman
Crisis Centre Savy Amira Sahabat
Perempuan, Woman Crisis Centre Dian
Mutiara Malang, Woman Crisis Centre
Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban,
Woman Crisis Centre Nganjuk, Woman
Crisis Centre Pattiro Gresik, Woman
Crisis Centre Asosiasi Perempuan
Lamongan, PW Muslimat NU Jawa
Timur, Fatayat NU Jawa Timur, PW
Aisyah Jawa Timur, TP PKK Provinsi
Jawa Timur, Wanita Katolik Republik
Indonesia, BKOW Jawa timur, IWAPI,
WCC Layanan BerbasisKkomunitas
Jombang, Lembaga Layanan Psikologi
Geofira, LBH Tiara Yustisda, Rihlah
Cahaya Bangsa Kediri, Yayasan Embun,
Puspa, Satgas PPA, Apsifor Jawa Timur,
Perwita Wana Lencana, Kopatura

Malang.

Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2022
ditargetkan sebesar 71,81 dan terealisasi sebesar 64,59* dengan tingkat
capaian sebesar 89,94%. Dengan rincian variable Indeks Perlindungan Anak

yang capaiannya sebagaimana berikut :
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No KLASTER TAHUN
2020 2021
1 Klaster | Hak Sipil dan Kebebasan 63,49 49,13
2 Klaster Il Lingkungan Keluarga dan 79,09 79,05
Pengasuhan Alternatif
3 Klaster 1l Kesehatan Dasar dan 78,29 78,29
Kesejahteraan
4 Klaster A\ Pendidikan, 78,29 34,18
Pemanfaatan Waktu Luang, dan
Kegiatan Budaya
5 Klaster V Perlindungan Khusus 74,65 77,03

Sumber data : BPS dan KPPPA

Penurunan realisasi IPA disebakan kondisi pendemi covid-19 yang membatasi
aktivitas masayarakat tidak terkecuali anak-anak sehingga pada klaster | Hak
Sipil dan Kebebasan serta Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya capaian tahun 2021 turun drastis dibanding tahun 2020.
Penurunan capaian IPA tidak hanya terjadi pada Provinsi Jawa Timur akan
tetapi seluruh Provinsi di Indonesia. Hal ini didukung oleh data yang
dikeluarkan oleh Kementerian PPPA yang bekerja sama dengan BPS

sebagaimana berikut :
Capaian Indeks Perlindungan Anak menurut Provinsi, 2020-2021

IPA 20240 [PA 2021
DI Yogyakarta 81,53 68,41
Dl Fakarta 70,20 oI [ 1: M 19
Bali —————— 75 5 G4 55
Kalmantan Timur 73,60 aa.49
P pul auan Riaug 7331 Koepula 58,24
Jawa Timer T2.25 Kalimeminn Timmur G 06
Jawia Tengah O, 72 Fa ot 3,50
Acah 68,47 raa Tengnh 63,20
Jawa Barat 54,32 Aoch 53,12
Banbas BB, DD ¥ (5 Nk
Sumalera Barat 67,21 G158
Sulanwes) Ltara 6713 E1E1
Kaimantan Sesatan ET.04 Liam G159
indonesla —— 5 R Inuorseaa 61.3%
JarniH BS. B4 wmnksi 1,32
Kepulsuan Bangka. 65,82 1 1imn B1.23
Fxau 685,76 60,81
Lampung E5.07 60,72
Beragioiy E5.02 B,12
Sumatera Sedatan 63,74 LR
Gonontaio 61,90 5897
Kalrnantan Tengah E1,41 L% B |
Sulawesi Sedatan 51,35 4 e
Surnatera Litara 61,04 58,05
Muza Tenggars Barst 60,74 L : 57,68
Kalirnantan Utara 6021 Mialukn 57,44
Kalimanian Barat 59,56 Somaiers Liar 57,35
Maiiiku 84T A tarn 6,21
Sutawes Baral 57.45 54,76
Maluku Litara 58 52 E4.02
Sulawesl Tengah 56,52 1 53 60
Sutawes| Tenggara 56,31 dmral 5280
Papua Baral —.—-——— 5 50 % inral I T )
M T 4 1]
2

Musa Tengoara Timur  a—— 4 E
Papus —— 7 40

Sumber data : BPS dan KPPPA
39
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Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun
Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. | Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja Tahun Tahun | Tahun
2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya | 1.Indeks 0,975 0,94 0,97 0,97*
Kualitas Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender (PUG)
Gender,
Perlindungan 2.Indeks 71,81 72,25 64,59 64,59*
Perempuan Perlindungan
dan Anak Anak (IPA)
Catatan : Target PUG mengalami perubahan pada perubahan renja tahun 2022 yang semula
0,95

Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Tahun 2021 sebesar 0,97,
lebih tinggi 0,03 poin jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 0,94.
Sedangkan pada Tahun 2022 masih menggunakan data 2021.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada Tahun 2022 sebesar 64,59*. Data
realisasi Tahun 2022 masih menggunakan data IPA Tahun 2021 yang
bersumber dari Kementerian PPPA RI, dikarenakan data Tahun 2022 masih
dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada tahun 2023.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target | Realisasi | Tingkat
Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra*
2 3 4 5 6
1. Meningkatnya  Kualitas | 1.Indeks 0,97* 0,97* 100%
Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan
Perlindungan Perempuan Gender (PUG) 0,979**
dan Anak
2.Indeks 71,90* 64,59* 89,83%
Perlindungan
Anak (IPA) 72,75

Catatan : *) Target merupakan Perubahan Pertama Renstra DP3AK Tahun 2019-2024
**) Target merupakan Rancangan Akhir Perubahan kedua Renstra DP3AK Tahun 2019-2024

Capaian Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2022 sebesar
0,97 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 0,97, sudah mencapai
target atau tingkat kemajuannya sebesar 100%.

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2022 sebesar 64,59*
dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 71,90, target atau tingkat

kemajuannya sebesar 89,83%.
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Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022

dengan Standar Nasional

No. Tujuan Indikator Realisasi Realisasi Ket (+/-)
Kinerja Provinsi Jawa| Nasional
Timur

1 2 3 4 5 6

1. | Meningkatnya 1.Indeks 0,97 - -
Kualitas Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender (PUG)
Gender,
Perlindungan 2.Indeks 64,59* 61,38* -3,21
Perempuan dan Perlindungan
Anak Anak (IPA)

Catatan : *) Realisasi IPA dan PUG tahun 2022 adalah Data Tahun 2021

Pencapaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada

tahun 2022 tidak lepas dari

komitmen Provinsi

Jawa Timur

dalam

mengimplementasikan 7 (tujuh) Prasyarat Gender di Jawa Timur. Pada tahun
2020 Provinsi Jawa Timur mendapat ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA
dengan predikat MENTOR. Sedangkan seluruh Kab/Kota di Jawa Timur juga
mendapat ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan berbagai predikat.

MENDAPAT PENGHARGAAN

KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR

-KA!. PACITAN
KAB. PONORCGO
KAB. TRENGGALEK
KAB. TULUNGAGUNG
KAB. BLITAR
KAB. KEDIR!
KAB. MALANG
KAB. LUMAJANG
KAB. JEMBER
KAB, BANYUWANGI
-m. BONDOWOSO
KAB, SITUBONDO
KAB. PROBOLINGGO
KAB. PASURUAN
-KAB. SIDOARJO
KAB. MOJOKERTO
KAB. JOMBANG
KAB. NGANJUK
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KAB, BANGKALAN
KAB. SAMPANG

KAB. PAMEKASAN
KAB, SUMENEP
KOTA KEDIRI

KOTA BLITAR

KOTA MALANG

KOTA PROBOLINGGO
KOTA PASURUAN
KOTA MOJOKERTO

KOTA MADIUN
KOTA SURABAYA

KOTA BATU
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Grafik Indeks Perlindungan Anak Tahun 2018-2021

GRAFIK INDEKS PERLINDUNGAN ANAK

@

2018 2019 2020 2021

e=@==Jawa Timur e=@==|ndonesia

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari Tahun 2018, 2019, dan 2020
Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. IPA
Provinsi Jawa Timur berada di atas IPA Nasional. Tetapi pada tahun 2021
mengalami penurunan menjadi 64,59 dikarenakan kondisi pandemic covid-19
yang membatasi aktivitas masyarakat termasuk anak-anak sehingga terdapat
2 klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, serta hak Pendidikan, Pemanfaatan
Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang mempengaruhi capaian IPA Jawa
Timur. Walaupun demikian, capaian Jawa Timur masih tetap diatas nasional
yang capaiannya 61,38. Terkait dengan perolehan penghargaan Provinsi
Layak Anak, Provinsi Jawa Timur berhasil untuk tetap mempertahankan
predikat sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) di tahun 2022. Demikian juga,
seluruh Kab/Kota di Jawa Timur mendapatkan penghargaan Kab/Kota Layak
Anak (KLA).

PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2022
SEBAGAI PROVILA (PROVINSI LAYAK ANAK)

DAFTAR KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR
YANG MENERIMA PENGHARGAAN KLA TAHUN 2022

“ Kabupaten Lumajang m Kabupaten Madiun

Dari 38 kabfkgtg le.[@ﬂpél 13 Kabupaten lember Nindya Kota Madiun andya
ka,.b‘!!(gtwa, yang "leﬂgt':liam! E Kabupaten Nganjuk Pratama E Kabupaten Lamongan Nindya
m@@ﬂ dan 3 EQQJ'KQL% yang Kabupaten Sumenep Madya m Kabupaten Parcitan Pratama
DJQUQQL@LDL penurunan “ Kabupaten Pasuruan Madya m Kabupaten Mojokerto Madya
B Kabupaten Probolinggo Pratama Kota Mojokerto Madya
Tahun 2022 terdapat : Kabupaten Banyuwangi Madya E Kabupaten Naawi Pratama
1) 7 kab mﬁ[lgﬁﬂﬁtkaﬂ 38 Kabupaten Tuban Madya LY@l Ksbupaten Magetan Madya
peng hargaan KLA kateQO“ n Kabupaten Situbendo Nindya Kota Pasuruan Madya
Pratama B Kabupaten Kedin Pratama  JETH Kota Batu Nindya
2) 17 kﬂbf’KOta meﬂg.,Qa!k $ sl Kabupaten Pamekasan Madya m Kabupaten Gresik Nindya
Qeﬂgﬂaﬂrgﬂﬂ.ﬂ KLA k@legoﬂ s P Kabupaten Malang Madya Kabupaten Bondowoso Madya
Madya LN Kota Malang Nindya E Ksbupaten Tulungagung Nirchya
3) 12 kab/kota mendapatkan Kota Probotinzgo utams  [JEEH Ksbupaten Sidoarjs Nirdya
penghargaan KLA kategori Kota Kedir Madya Kabupaten Jombang Nindya
N.mdya m Kabupaien Blitar Pratama Kota Surabaya Utama
4) 2 Kota mendapatkan [P Kota Blitar Madya Kabupaten Bangkalan Pratama
genghaﬂrgaﬁn KLA kategprl Kabupaten Bojenegoro Madya Kabupaten Sampang Pratama
Utama E Kabupaten Trenggalek MNindya E Kzbupaten Penorogo Madya
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Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesetaraan
Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh anggaran sebesar
Rp. 8.023.025.438 atau 23,86 % dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
(Rp) (Rp) %
Sasaran 1: 1. Indeks 0,975 0,97 99,48 5.589.319.520 5.542.769.100 99,16
Meningkatnya Pengarusutamaan
Kualitas Gender (PUG)

Kesetaraan
Gender,
Perlindungan

Perempuan 2. Indeks 71,81 64,59* 89,94 2.433.705.918 2.406.755.143 98,89
de eA pl:(a Perlindungan Anak
an Anal (IPA)
Total 189,42 198,05
Rata-rata 94,71 99,03

Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 94,71%
dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,03%. Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan
Anak didukung oleh 6 Program vyaitu :

|_\

. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
. Program Perlindungan Perempuan

. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2
3
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak

6

. Program Perlindungan Khusus Anak
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Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur melalui 1 (satu)
indikator, vyaitu : Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil

Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No. Tujuan/Sasaran Indikator Tahun 2022
Strategis Kinerja Target | Realisasi |% Capaian
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Persentase 100% 100% 100%
Pengelolaan Lembaga yang
Administrasi memanfaatkan
Kependudukan Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa
Timur

Capaian Indikator Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Profil
Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 ditargetkan 4
lembaga yang memanfaatkan Profile Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan
realisasi sebanyak 4 Perangkat Daerah tahun 2022 yang memanfaatkan
Profile Kependudukan atau realisasinya sebesar 100%, dengan tingkat

capaian sebesar 100%.

DP3AK Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 telah berhasil melakukan
Perjanjian Kerja sama dengan 5 Perangkat Daerah yaitu Dinas Kominfo, RS
Syaiful Anwar, DPMTSP, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Haji, sedangkan yang
sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk
mendapatkan akses pemanfaatan profile kependudukan hanya 4 Perangkat
Daerah yaitu Dinas Kominfo, RS Syaiful Anwar, DPMPTSP, Dinas Sosial.
Sedangkan akses Rumah Sakit Haji masih dalam proses persetujuan dari

Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2022, DP3AK telah melakukan Perjanjian Kerja
sama (PKS) dengan 10 PD yaitu :
1. Biro Administrasi Kesra.
2. Dinas Kominfo
3. DPMTPSP
4. RSUD Dr. Saiful Anwar

5. RSUD Soedono Madiun
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6. Disnakertans.

7. Dinas Koperasi dan UMKM
8. Dinas Sosial

9. Badan Pendapatan Daerah
10. Rumah Sakit Haji

Perangkat Daerah yang telah mendapatkan akses dan memanfaatkan
data kependudukan di tingkat Provinsi dan mendapat User ID, antara lain :
Biro Administrasi Kesra.

Dinas Kominfo
DPMTPSP

RSUD Dr. Saiful Anwar
RSUD Soedono Madiun
Disnakertans.

Dinas Koperasi dan UMKM

© N o gk wdhPE

Dinas Sosial

Sedangkan 1 (satu) PD yang sedang dalam proses pengajuan untuk
mengakses dan memanfaatkan data kependudukan yaitu Rumah Sakit Haiji,
dan 1 (satu) PD masih ditindaklanjuti proses setelah PKS adalah Badan

Pendapatan Daerah.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. | Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6
1. | Meningkatnya Persentase 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan Lembaga yang
Administrasi memanfaatkan
Kependudukan | Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa
Timur

Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi

Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 100% sama dengan Tahun 2021 sebesar

100%. Ditargetkan Lembaga yang memanfaatkan Profile Kependudukan

setiap tahunnya bertambah 4 lembaga.
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Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target | Realisasi | Tingkat
Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra
1 2 3 4 5 6
1. | Meningkatnya Persentase 100% 100% 100%
Pengelolaan Administrasi Lembaga yang
Kependudukan memanfaatkan
Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa
Timur

Capaian Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 100%, dibandingkan dengan target
akhir Renstra sebesar 100%, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya

sebesar 100%.
Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Anggaran
1. Meningkatnya Persentase Rp. 5,44
Pengelolaan Lembaga yang 1.829.532.897
Administrasi memanfaatkan
Kependudukan Profil
Kependudukan
Provinsi Jawa
Timur

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Kependudukan didukung oleh anggaran sebesar Rp.

1.829.532.897 atau 5,44 % dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Target| Realisas | Capaian Alokasi Realisasi Capaia
i (Rp) (Rp) n
Sasaran 2 : Persentase 100 100% 100% 1.829.532.89 1.814.593.99 99,18
Meningkatnya | Lembaga yang % 7 6
Pengelolaan memanfaatkan
Administrasi Profil
Kependuduka Kependuduka
n n Provinsi
Jawa Timur

Pencapaian  Sasaran  Meningkatnya Pengelolaan  Administrasi
Kependudukan didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :
1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077 4
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur



Pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
perbandingan antara capaian kinerja sebesar 100%, dengan capaian realisasi
anggaran sebesar 99,18%.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 diukur melalui 1 (satu)
indikator yaitu : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia
15-49 Tahun.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No. Tujuan/Sasaran Indikator Tahun 2022
Strategis Kinerja Target | Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Angka Kelahiran 1,89 1,94 97,42
Pengendalian Penduduk Total (Total Fertility
dan Kesejahteraan Rate / TFR) per
Keluarga WUS usia 15-49
Tahun

Catatan : Realisasi TFR tahun 2022 bersumber dari SIPERINDU
(Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk)

Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per
WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,89 dan
realisasinya sebesar 1,94 sehingga tingkat capaian sebesar 97,42%. Total
Fertility Rate merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang
perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut
mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang

dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.
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Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya Angka 1,89 2,22 2,29 | 2,21 1,94
Pengendalian Kelahiran
Penduduk dan Total (Total
Kesejahteraan Fertility Rate
Keluarga | TFR) per
WUS usia
15-49 Tahun

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49
Tahun Tahun 2022 sebesar 1,94 lebih rendah 0,27 poin jika dibandingkan
dengan Tahun 2021 sebesar 2,21. Indikator ini penting dan strategis untuk
mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara
dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga
Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 1,94 merupakan angka standar
capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR
1,94 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua
orang tuanya.

Salah satu penyebab TFR menurun pada 2022, dikarenakan adanya
kesadaran akan pasangan usia subur tentang pentingnya kunjungan ke
fasilitas Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB. Serta sudah adanya
kesadaran dari pasangan usia subur yang gencar menerapkan STOP 4 T
(Terlalu Muda hamil dibawah kurang dari usia 20 Tahun, Terlalu Tua untuk
hamil diatas usia lebih dari 35 tahun, Terlalu deka tantara jarak kehamilan
pertama dan berikutnya kurang dari 2 tahun, Terlalu sering/banyak ibu hamil
dan melahirkan lebih dari 2 kali).

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Standar Nasional

No. Tujuan Indikator Realisasi Realisasi Ket (+/-)
Kinerja Provinsi Jawa| Nasional
Timur

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Angka Kelahiran 1,94 2,21 - 0,27
Pengendalian Total (Total Fertility
Penduduk dan Rate / TFR) per
Kesejahteraan WUS usia 15-49
Keluarga Tahun

Catatan : Realisasi TFR tahun 2022 bersumber dari SIPERINDU
(Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk)
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Pada Tahun 2022, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per
WUS usia 15-49 Tahun Provinsi Jawa Timur sebesar 1,94 lebih rendah 0,27
poin dari angka Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia
15-49 Tahun Nasional sebesar 2,21. Indikator TFR adalah indikator dengan
tingkat realisasi negatif, sehingga setiap tahun diharapkan realisasinya
semakin kecil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia
15-49 Tahun Provinsi Jawa Timur lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target | Realisasi | Tingkat
Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra

1 2 3 4 5 6

1. | Meningkatnya Angka Kelahiran 1,83 1,94 94,33
Pengendalian Penduduk | Total (Total Fertility
dan Kesejahteraan Rate / TFR) per
Keluarga WUS usia 15-49

Tahun

Capaian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia
15-49 Tahun pada tahun 2022 sebesar 1,94, dibandingkan dengan target akhir
Renstra sebesar 1,83, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya
sebesar 94,33%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

%

No Sasaran Strategis Ir|1<di:1keaégr Anggaran Anggaran
1. Meningkatnya Angka Rp. 1.330.630.000 3,96
Pengendalian Kelahiran
Penduduk dan Total (Total
Kesejahteraan Fertility Rate /
Keluarga TFR) per
WUS usia 15-
49 Tahun

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian
Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga didukung oleh anggaran sebesar Rp.
1.330.630.000 atau 3,96% dari Belanja Daerah.
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Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
(Rp) (Rp)
Sasaran 3: Angka 1,89 1,94 97,42% | 1.330.630.000 | 1.32.338.435 99,83

Meningkatnya | Kelahiran
Pengendalian | Total (Total
Penduduk dan | Fertility
Kesejahteraan | Rate/TFR)
Keluarga per WUS
usia 15-49
Tahun

Pada Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan
Keluarga, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 97,42% dengan
capaian realisasi anggaran sebesar 99,83%.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan
Kesejahteraan Keluarga didukung oleh 3 Program yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 1 (satu)
indikator yaitu : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No. Tujuan/Sasaran Indikator Tahun 2022
Strategis Kinerja Target | Realisasi |% Capaian
2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi 82,31 82,92 100,74%
Akuntabilitas Kinerja Implementasi
Perangkat Daerah SAKIP

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2022
ditargetkan sebesar 82,31 dan realisasinya sebesar 82,92, tingkat capaian
sebesar 100,74%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa DP3AK Provinsi Jawa
Timur memperoleh nilai 82,92 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan
capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja
birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu :
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Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja

A

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.| Tujuan/Sasaran Indikator Target Realisasi
Strategis Kinerja Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 3 4 5 6 7 8
1. | Meningkatnya Nilai Evaluasi 82,31 | 81,30 | 82,15 | 82,16 | 82,92
Akuntabilitas Implementasi
Kinerja Perangkat | SAKIP
Daerah

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 sebesar 82,92, lebih
tinggi 0,76 poin dari tahun 2021 sebesar 82,16. Peningkatan capaian ini
dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal dimana pada tahun 2022 sebesar 20 naik dibandingkan tahun 2021
yang capaiannya 7,2 dan Pengukuran Kinerja sebesar 25,29, meningkat 6,85
poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 18,44.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan
Akhir Periode RENSTRA

No. Tujuan/Sasaran Indikator Target | Realisasi | Tingkat
Strategis Kinerja Akhir Kemajuan
Renstra
2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi 82,47 82,92 100,54%
Akuntabilitas Kinerja Implementasi
Perangkat Daerah SAKIP

Capaian Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2022 sebesar 82,92
dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 82,47, sudah mencapai

target atau tingkat kemajuannya sebesar 100,54%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

%
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Anggaran
1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Rp. 17.333.754.113,- 58,10
Akuntabilitas Implementasi
Kinerja Perangkat | SAKIP
Daerah
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Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
didukung oleh anggaran sebesar Rp. 17.333.754.113,- atau 58,10% dari
Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Indikator Kinerja Anggaran
Program Realisasi| Capaian Alokasi Realisasi Capaia
Target (Rp) (Rp) n
Sasaran 4 : Nilai Evaluasi| 82,3 82,92 | 100,54 |22.449.805.86 |20.645.145.53 | 91,96%
Meningkatny | Implementasi 1 2 2
a SAKIP
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,
perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 100,54% dengan
capaian realisasi anggaran sebesar 91,96%. Realisasi anggaran yang hanya
91,96 % disebabkan alokasi gaji dan tunjangan yang tidak terealisasi karena

ada 6 ASN yang purna dan 1 ASN yang meninggal.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan secara umum pada tahun 2022 adalah sebagai
berikut :

%
94,36

Realisasi
31.737.602.206,00

No Uraian

BELANJA DAERAH

Program
Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan
Perempuan

Anggaran
33.632.994.197,00

3.192.294.600,00 | 3.174.153.858,00 99,43

Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender
1. | (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG
Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan PUG
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk

882.733.200,00 878.557.057,00 99,53

1.1 357.977.000,00 357.419.624,00 99,84

1.2 142.922.000,00 142.101.550,00 99,43

1.3 320.042.200,00 318.300.583,00 99,46
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No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

PPRG Kewenangan
Provinsi

1.4

Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG Kewenangan
Provinsi

61.792.000,00

60.735.300,00

98,29

Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi

2.259.561.400,00

2.246.863.261,00

99,44

2.1

Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang POlIitik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

656.700.000,00

655.710.300,00

99,85

2.2

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan
dalam Politik, Hukum,
Soasial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

1.602.861.400,00

1.591.152.961,00

99,27

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

50.000.000,00

48.733.540,00

97,47

3.1

Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

50.000.000,00

48.733.540,00

97,47

Program Perlindungan
Perempuan

1.793.258.120,00

1.769.302.123,00

98,66

Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan yang
melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota

336.475.000,00

334.201.039,00

99,32

4.1

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Penceghan Kekerasan
terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi

186.475.000,00

184.640.994,00

99,02

4.2

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi

150.000.000,00

149.560.045,00

99,71

Penyedia Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang
memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten /
Kota

1.059.233.120,00

1.041.374.587,00

98,31

51

Penyedian Layanan
Pengaduan Masyarakat
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota

911.148.120,00

908.046.617,00

99,66
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No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

5.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyedia
Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Provinsi

148.085.000,00

133.327.970,00

90,03

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi

397.550.000,00

393.726.497,00

99,04

6.1

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Penyediaan
Sarana Prasarana Layanan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Provinsi

25.000.000,00

24.781.900,00

99,13

6.2

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan
Penangan bagi Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

32.000.000,00

31.922.000,00

99,76

6.3

Penyediaan Kebutuhan
Spesifik bagi Perempuan
dalam Situasi Darurat dan
Kondisi Khusus
Kewenangan Provinsi

240.550.000,00

237.599.572,00

98,77

6.4

Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
LayananPerlindungan
Perempuan Kewenangan
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota

100.000.000,00

99.423.025,00

99,42

Program Peningkatan
Kualitas Keluarga

12.148.000,00

11.952.400,00

98,39

Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi

12.148.000,00

11.952.400,00

98,39

7.1

Pelaksanaan KOmunikasi,
Informasi, Edukasi KG dan
Perlindungan Anak bagi
Keluarga Kewenangan
Provinsi

12.148.000,00

11.952.400,00

98,39

Progam Pengelolaan
Sistem Data Gender dan
Anak

591.618.800,00

587.360.719,00

99,28

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak dalam
Kelembagaan di Tingkat
Daerah Provinsi

591.618.800,00

587.360.719,00

99,28

8.1

Penyedia Data Gender dan
Anak Provinsi

117.714.000,00

116.210.560,00

98,72

8.2

Penyajian dan Pemanfaatan
Dara Gender dan Anak
dalam Kelembagaan Data
Provinsi

473.904.800,00

471.150.159,00

99,42

Program Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

1.080.880.000,00

1.077.814.051,00

99,72
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Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Provinsi

537.675.000,00

536.330.895,00

99,75

9.1

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan
dan Hak Anak pada
Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi

343.675.000,00

342.554.165,00

99,67

9.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan
Provinsi

194.000.000,00

193.776.730,00

99,88

10.

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
PEnyedia LAyanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

543.205.000,00

541.483.156,00

99,68

10.1

Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

330.000.000,00

328.380.674,00

99,51

10.2

Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

213.205.000,00

213.102.482,00

99,95

Vi

Program Perlindungan
Khusus Anak

1.352.825.918,00

1.328.941.092,00

98,23

11.

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten / Kota

600.065.000,00

598.287.633,00

99,70

111

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Provinsi

428.710.080,00

427.708.303,00

99,77

11.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan
Provinsi

171.354.920,00

170.579.330,00

99,55

12.

Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah

610.954.918,00

591.033.569,00

96,74

12.1

Penyediaan Layanan Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

358.264.918,00

348.709.239,00

97,33

12.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan dan

193.690.000,00

183.894.630,00

94,94
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Pendampingan Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Provinsi

12.3

Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Edukasi Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Provinsi

34.000.000,00

33.462.700,00

98,42

12.4

Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Provinsi

25.000.000,00

24.967.000,00

99,87

13

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

141.806.000,00

139.619.890,00

98,46

131

Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas
SUmber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

20.000.000,00

19.576.000,00

97,88

13.2

Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

101.806.000,00

101.796.390,00

99,99

13.3

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Provinsi

20.000.000,00

18.247.500,00

91,24

VI

Program Pendaftaran
Penduduk

653.624.377,00

651.713.986,00

99,71

14.

Pelayanan Pendaftaran
Kependudukan

653.624.377,00

651.713.986,00

99,71

14.1

Penetapan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pendaftaran Penduduk
Berdasarkan Kebijakan
Nasional

273.139.347,00

272.887.500,00

99,91

14.2

Penataan Tata Kelola
Pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk Skala Provinsi

304.805.030,00

303.165.986,00

99,46

14.3

Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi,

75.680.000,00

75.660.500,00

99,97
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Pengendalian dan
Penyusunan Pelaporan
Adminduk terkait
Pendaftaran Penduduk

VIII

Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

880.464.630,00

869.870.670,00

98,80

15.

Penataan Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

314.205.300,00

311.389.000,00

99,10

151

Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian dan
Penyusunan Pelaporan
Adminduk Terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

28.380.000,00

28.246.000,00

99,53

15.2

Penyusunan Tata Cara
Pengelolaan Data
Kependudukan yang
Bersifat Data Perseorangan,
Data Agregat dan Data
Pribadi di Provinsi dan
Kabupaten / Kota

285.825.300,00

283.143.000,00

99,06

16.

Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Provinsi

355.040.450,00

347.585.490,00

97,90

16.1

Fasilitasi terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

173.470.000,00

172.096.890,00

99,21

16.2

Koordinasi Berkala antar
Lembaga Pemerintah dan
Lembaga NonPemerintah
Kewenangan Provinsi

181.570.450,00

175.488.600,00

96,65

17.

Pembinaan dan
Pengawasan terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Provinsi

211.218.880,00

210.896.180,00

99,85

17.1

Pembinaan dan
Pengawasan terkait
Pengelolaan Informasi
Kependudukan

211.218.880,00

210.896.180,00

99,85

Program Pengelolaan
Profil Kependudukan

295.443.890,00

293.009.340,00

99,18

18.

Penyediaan Profil
Kependudukan

295.443.890,00

293.009.340,00

99,18

18.1

Penyedia Data
Kependudukan Provinsi

47.300.000,00

46.712.000,00

98,76

18.2

Penyusun Profil Data
Perkembangan dan
Proyeksi Kependudukan
Serta Kebutuhan yang lain

248.143.890,00

246.297.340,00

99,26

Program Pengendalian
Penduduk

599.835.000,00

598.328.143,00

99,75
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19.

Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah
Provinsi dalam rangka
Pengendalian Kuantitas
Penduduk

599.835.000,00

598.328.143,00

99,75

191

Advokasi dan Sosialisasi
GDPK

387.319.000,00

386.790.953,00

99,86

19.2

Advokasi dan Sosialisasi
Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal
di Satuan Pendidikan
Jenjang SLTA-MA, Jalur
Nonformal dan Informal
Pada Ormas Pengelola
Kelompok Kegiatan
Masyarakat

212.516.000,00

211.537.190,00

99,54

Xl

Program Pembinaan
Keluarga Berencana (KB)

270.895.000,00

270.549.102,00

99,87

20.

Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal

270.895.000,00

270.549.102,00

99,87

20.1

Pengembangan dan
Penyediaan Materi dan
Sarana Promosi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
Sesuai Kearifan Budaya
Lokal

212.455.000,00

212.176.102,00

99,87

20.2

Pelaksanaan Advokasi dan
KIE Program KKBPK
Melalui Mitra Kerja

58.440.000,00

58.373.000,00

99,89

Xl

Program Pemberdayaan
dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

459.900.000,00

459.461.190,00

99,90

21.

Pengelolaan Pelaksanaan
Desain Program
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

275.492.163,00

275.173.060,00

99,88

211

Peningkatan Kapasitas
Pengelola dan Pelaksana
Pusat Informasi Konseling-
Remaja (PIK-R)

104.430.594,00

104.242.100,00

99,82

21.2

Pelaksanaan Fasilitasi,
Pembimbingan,
Pengembangan, dan
Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK

171.061.569,00

170.930.960,00

99,92

22.

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta

184.407.837,00

184.288.130,00

99,94
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Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Provinsi
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

221

Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program
Ketahanan Keluarga Melalui
Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja
(BKR), Bina Keluarga
Lansia (BKL), Unit
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga

184.407.837,00

184.288.130,00

99,94

X

Program Penunjangan
Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi

22.449.805.862,00

20.645.145.532,00

91,96

23.

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

617.373.503,00

615.088.031,00

99,63

23.1

Penyusun Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

390.312.000,00

388.647.924,00

99,57

23.2

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA- SKPD

6.140.000,00

6.136.000,00

99,93

23.3

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

6.640.000,00

6.640.000,00

100,00

23.4

Koordinasi dan Penyusunan
DPA- SKPD

4.980.000,00

4.884.000,00

98,07

23.5

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

4.916.884,00

4.906.000,00

99,78

23.6

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

93.722.539,00

93.679.750,00

99,95

23.7

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

110.662.080,00

110.194.357,00

99,58

24,

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

17.718.159.050,00

16.064.541.170,00

90,67

24.1

Penyedia Gaji dan
Tunjangan ASN

16.808.218.000,00

15.167.293.420,00

90,24

24.2

Penyedia Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

556.974.000,00

547.830.000,00

98,36

24.3

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

260.723.702,00

257.283.750,00

98,68

24.4

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

44.880.000,00

44.860.000,00

99,96
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24.5

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

8.510.065,00

8.510.000,00

100,00

24.6

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

9.120.245,00

9.053.000,00

99,26

24.7

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulan/
Semesteran SKPD

24.647.615,00

24.626.400,00

99,91

24.8

Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

5.085.423,00

5.084.600,00

99,98

25.

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

318.396.372,00

309.893.600,00

97,33

25.1

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

23.305.372,00

18.255.600,00

78,33

25.2

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

94.189.000,00

93.893.200,00

99,69

253

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

169.844.000,00

167.622.300,00

98,69

25.4

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

31.058.000,00

30.122.500,00

96,99

26.

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1.051.551.228,00

1.022.190.687,00

97,21

26.1

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

19.147.371,00

18.959.910,00

99,02

26.2

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

379.672.416,00

356.551.270,00

93,91

26.3

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

112.084.156,00

108.616.919,00

96,91

26.4

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

101.141.785,00

100.107.333,00

98,98

26.5

Penyediaan Bahan/ Material

257.500,00

26.6

Fasilitasi Kunjungan Tamu

43.665.000,00

43.310.989,00

99,19

26.7

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

395.583.000,00

394.644.266,00

99,76

27.

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.503.781.415,00

1.430.405.346,00

95,12

27.1

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

527.020.315,00

487.528.351,00

92,51

27.2

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

976.761.100,00

942.876.995,00

96,53

28.

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.164.044.294,00

1.126.618.698,00

96,78

28.1

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

206.902.530,00

178.559.460,00

86,30

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

&




No Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan,
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan

28.2 Mesin Lainnya

102.900.000,00

102.860.000,00

99,96

Pemeliharaan Aset Tak

283 Berwujud

30.900.000,00

29.733.000,00

96,22

Pemeliharaan/Rehabilitasi
28.4 | Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

789.180.668,00

781.455.223,00

99,02

Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Saranan dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

28.5

34.161.096,00

34.011.015,00

99,56

Fasilitasi Materi dan

29. Komunikasi Pimpinan

76.500.000,00

76.408.000,00

99,88

Pengelolaan Dokumentasi

29.1 Pimpinan

76.500.000,00

76.408.000,00

99,88

JUMLAH BELANJA DAERAH

33.632.994.197,00

31.737.602.206,00

94,36

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 mendapatkan alokasi

anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
(DAK-NF), dengan Pagu sebesar Rp. 33.632.994.197,-, terealisasi sebesar Rp.
31.737.602.206,- atau 94,36%.

C.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur

dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3AK yang

dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Monitoring dan evaluasi atas Realisasi Perjanjian Kinerja yang disusun;

Melakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang digunakan dan

Meningkatkan kembali komitmen pimpinan sebagai penggerak

Pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara

Menyusun Cascading Kinerja dan menjaga keselarasan antara IKU

sampai dengan IKI serta menyusun penganggaran berbasis kinerja;

1.
2.
ditargetkan;
3.
implementasi akuntabilitas kinerja;
4.
kualitas maupun kuantitas;
5.
6.

Casecading kinerja diselaraskan dengan peta proses bisnis.
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BAB IV
PENUTUP

Pada Renstra Tahun 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan
1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja.
Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran dapat
dicapai dengan hasil baik.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, dapat diuraikan
sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas kesetaraan gender, perlindungan
perempuan dan anak mendapat predikat nilai Baik,
dengan rata-rata capaian sebesar 94,71%. Hal ini terbukti
dari hasil pengukuran 2 (dua) Indikator Sasaran.

SASARAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan administrasi kependudukan
mendapat predikat nilai Baik, dengan capaian sebesar
100%. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu)
Indikator Sasaran.

SASARAN 3 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan
Kesejahteraaan Keluarga dengan kategori nilai Baik,
dengan capaian sebesar 97,42%. Hal ini terbukti dari
hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.

SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
dengan kategori nilai Sangat Baik, dengan capaian
sebesar 100,74%. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1

(satu) indikator sasaran.
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Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi di masa mendatang,

DP3AK Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah optimalisasi,

melalui :

1. Peningkatan peran mitra organisasi dalam penurunan stunting dan

pernikahan usia anak;
2. pemutakhiran biodata penduduk;

3. Orientasi Kesehatan Reproduksi dan peningkatan kepesertaan ber KB;

4. Penguatan penyusunan integrasi gender melalui anggaran responsive

gender, peningkatan kemampuan SDM dalam PUG, penguatan

kelembagaan PUG dan integrasi pentahelix;

5. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak

dengan melibatkan Lintas Sektor sebagai upaya percepatan

pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator kab/Kota layak Anak;

6. Penguatan kelembagaan jejaring dalam rangka pencegahan kekerasan

perempuan serta peningkatan pelayanan perempuan korban

kekerasan;

7. Peningkatan kapasitas perempuan kader politik dan pengembangan

produktifitas ekonomi perempuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sajikan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang

telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan

ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUGNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
9 PROVINSI JAWA TIMUR

™A A ST 1
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UKAN

Dra..RESTU NOVI WIDIANI, MM
Pémbina Utama Muda
NIP. 19661117 199103 2 008

Laparan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) Tafun 2077
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
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i FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

TUJUAN 1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
TUGAS i Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan
FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
TUJUAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL REALISASI TARGET KINERJA
Tahun Tahun 2020 Tahun Tahun 2022
2019 2021 Tahun 2023 Tahun 2024
Meningkatnya Indeks IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan 73,04 73,03 72,36 72,36 71,77 72,17
Pemberdayaan Pemberdayaan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokiskan pada partisipasi untuk (2021)
Perempuan Gender (IDG) mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi
ekonomi dan politik.
1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) 71-74% 71-74*
Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen
IDM = Indeks pengambilan keputusan
Ilinc-dis = Indeks distribusi pendapatan

Catatan : *) pada target IDG, berdasarkan rancangan akhir perubahan kedua Renstra tahun 2019-2024




SASARAN DEFINISI OPEASIONAL DAN REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM PAGU INDIKATIF RENSTRA
FORMULA PERHITUNGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024
UTAMA
Meningkatnya Indeks Indeks Pengarusutamaan - 0,93 0,97 0,95 0,96 0,97 Program Pengarusutamaan 2.614.750.000 2.614.750.000 2.614.750.000
kualitas Pengarusutamaan Gender dihitung berdasarkan Gender dan Pemberdayaan
kesetaraan Gender pencapaian terhadap 7 Prasyarat Perempuan
gender, Gender
perlindungan
perempuan dan
lanak
0,975* 0,977* 0,979% Program Perlindungan 2.163.000.000 2.163.000.000 2.163.000.000
Perempuan
Program Peningkatan 125.250.000 125.250.000 125.250.000
Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan Sistem 320.000.000 320.000.000 320.000.000
Data Gender dan Anak
Indeks Perlindungan IPA merupakan presentasi dari 71,80 72,25 64,59 71,81 71,85 71,90 Program Pemenuhan Hak 1.180.000.000 1.180.000.000 1.180.000.000
Anak capaian pembangunan Anak (PHA)
perlindungan anak Indonesia
yang memuat Klaster I-V, yaitu :
- Klaster I Hak Sipil dan
Kebebasan
- Klaster II Lingkungan
Keluarga dan Pengasuhan
Alternatif
- Klaster III Kesehatan Dasar
dan Kesejahteraan
- Klaster IV Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang,
dan Kegiatan Budaya
- Klaster V Perlindungan
Khusus
1FA Z[W, x Indeks K}
= I
71,81% 72,50* 72,75% Program Perlindungan 1.215.000.000 1.215.000.000 1.215.000.000
Khusus Anak
Meningkatnya Persentase lembaga yang| Jumiah PD Prov 100 100% 100 100 100 Program Pendaftaran 510.000.000 510.000.000 510.000.000
pengelolaan memanfaatkan Profil ;at'gl‘ yang rgeg‘ak“faatka“ % % % % Penduduk
ladministrasi Kependudukan Provinsi P:g\llla;?nen udukan
kependudukan Jawa Timur x100%
Jumlah PD Prov Jatim Program Pencatatan sipil 0 0 0
Program Pengelolaan 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Informasi Administrasi
Kependudukan




SASARAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

DEFINISI OPEASIONAL DAN
FORMULA PERHITUNGAN

REALISASI

TARGET KINERJA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PROGRAM

PAGU INDIKATIF RENSTRA

2022

2023

2024

Program Pengelolaan profil
Kependudukan

420.000.000

420.000.000

420.000.000

Meningkatnya
pengendalian

penduduk dan
Kesejahteraan
Keluarga

Angka Kelahiran Total
(Total Fertility
Rate/TFR) per WUS
usia 15-49 Tahun

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah
Rata-rata anak yang dilahirkan
seorang wanita selama masa usia
suburnya

Sebagai indikator untuk
membandingkan keberhasilan antar
wilayah dalam melaksanakan
pembangunan sosial ekonomi,
menunjukkan tingkat keberhasilan
program KB, membantu para
perencana program pembangunan
untuk meningkatkan rata-rata usia
kawin, meningkatkan program
pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan pelayanan ibu
hamil dan perawatan anak, serta
mengembangkan program
penurunan tingkat kelahiran

2,21

Program Pengendalian
Penduduk

639.105.000

639.105.000

639.105.000

Program Pembinaan
Keluarga Berencana (KB)

310.895.000

310.895.000

310.895.000

Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga (KS)

500.000.000

500.000.000

500.000.000

Meningkatnya
/Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah

Nilai Evaluasi
Implementasi SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP
adalah untuk menilai tingkat
akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil
(outcome) terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka
terwujudnya pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil (result
oriented government) serta
memberikan saran perbaikan
yang diperlukan.

Capaian indikator ini dipengaruhi
oleh 5 komponen, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Kinerja

5. Pencapaian Kinerja

81,30

82,15

82,16

82,31

82,39

82,47

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi

22.580.482.000

23.151.889.000

23.556.582.000

Catatan : *) pada target IDG dan IPA , berdasarkan rancangan akhir perubahan kedua Renstra tahun 2019-2024




PERJANJIAN KINERJA
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ' Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Jabatan :Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dar perianjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya. 31 Oktober 2022

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KEPEND N PROVINSI JAWA TIMUR

Pembina Utama Muda
NIP. 19661117 199103 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Perspektif
Meningkatnya . Indeks Penganisutamaan 0975 Proses
Kuaitas kesetarsan Gender an{s.
gender, pedingungan Penerima
perempuan dan layanan
anak Indeks Perindungan Ansk (IPA) | 71.81 Penerims
| Layanan
Meningkatays Persentase Lembaga yang 100% Proses
Pengalolaan mamanfaatkan Prof Bisnis
Agminisiras: kepandudukan Provinsi Jawa
Kependudukan Timuir
Meningkatnya Angka Kelabiran Total (Tolal 189 Proses
Pengendalian Feartitty RatelTFR) per WUS Bsnis
Pendudux dan usia 1549 Tahun
Kesajsheraan
Keiuarga
Meningkainya Niat Evaluasi implementasi 82.3% Anggaran,
Axuntabilitas Kinefja SAKIP Penguatan
Pearangkat Daecan intemal
No. Program Anggaran Keterangan
1. Program Panunjang Urusan Rp. 2244580588200 P.APBD
Pamarintahan Oaerah Provins
2 Program Pengarusulamasn Rp 3192294 600,00 P-APBD
Gender dan Pembercayaan
Perempuan
3. Program Parlindungan Rp. 36353.785.120,00 P-APBO
Perempuan
Rp. 156.475.00000 DAK-NF
4. Program Peningkatan KuaiRas Rp. 12 143.000.00 P-AFSD
Keluargs
5. Program Pengelciaan Sistem Ryp. 551.618.800,00 P-APSD
Data Gender dan Ansk
Program Pemearuhan Hak Anak Re. 1.080.880.000,00 P-AFPBD
(FHA)
Program Perlindungan Khusus Rp. 1.0587.800918,00 P-APBOD
Anak
Rp. 285 326.000,00 DAK-NF




e Program Pendaftaran Rp. 65079158000  P-APBD
Penduduk
Rp, 283278700  DAKNF
9. Program Pangelofaan Informasi Rp BB0.464.630,00 PAPBD
Administrasi Keperdudukan
10, Program Peagekiaan Profil Rp 205.44389000  P-APBD
Kepandudukan
11, Program Pangendaian Ro. 59983600000  P-APBD
Penduduk
12 Program Pembinaan Keluarga Rp 27088500000  P-APBD
Berencana (KB)
13, Program Pembecdayaan dan Rp. 45G:900,00000  P-APSD
Paningkatan Keliarga
Sejanteda (KS)
Jumiah Rp. 33.632,994.197,00
Sursbaym, 31 Okfober 2022
, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pampina Utama Muda
NIP. 19651117 199103 2 003



REKAPITULASI DATA

No.| Tujuan/Sasaran Indikator Target Tahun Realisasi Capaian
Kinerja 2022 Tahun
Tahun Tahun Tahun | Tahun 2022
2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Tujuan:
Meningkatnya Indeks 71-74 73,04 73,03 72,36 | 72,36* |97,78-101,91%
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Gender (IDG)
1 | Meningkatnya Indek
kualitas kesetaraan| Pengarusutamaan 0,975 - 0,94 0,97 | 0,97* 99,49%
gender, Gender (PUG)

perlindungan

perempuan dan

anak Indek Perlindungan
Anak (IPA) 71,81 71,80 72,25 64,59 64,59* 89,95%
2 Meningkatnya Persentase Lembaga
Pengelolaan yang memanfaatkan
Administrasi Profil Kependudukan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kependudukan Provinsi Jawa Timur
3 Meningkatnya Angka Kelahiran
Pengendalian Total (Total Fertility
Penduduk dan Rate/TFR) per WUS 1,89 2,22 2,29 2,21 1,94 97,42%
Kesejahteraan usia 15-49 Tahun
Keluarga
4 Meningkatnya Nilai Evaluasi
Akuntabilitas Implementasi SAKIP 82,31 81,30 82,15 82,16 | 82,92 100,74%
Kinerja
Perangkat
Daerah

Catatan : *) Realisasi tahun 2022 adalah Data Tahun 2021

iv. =~ CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPIJMD 2019-2024)

Sasaram 1

Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :
Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)

: o

[ _EsELON 3 -
Tercapainya Target Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan
IK : 1. Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender
2. Persentase ARG Jawa Timur

FUNGSIONAL | I
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi
IK - 1_lumlah kab/kota yang mempunyai Peraturan Perundangan PUG (Perda/Perbup/\Wali}
2 Jumlah dokumen PPRG yang sudah di verifikasi

SUB KEGIATAMN

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan
Provinsi
IK - 1. Jumlah kebiiakan PUG Prov yvang telah dihasilkan

2. Jumlah kebiiakan Kab/kota vang telah dihasilkan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenanaan Provinsi
1K - 1_ Jurnlah laporan hasil monitoring evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Prow
2. lumlah laporan hasil monitering evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Kab/Kota

Advokasi Kebiiakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenanagan
Provinsi
IK : 1. Jumlah PD yvang mendapatkan pendampingan

2_Jumlah Kab/kota yang mendapatkan pendampingan

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
IK : 1. Jumlah lembaga non pemerintahan yang mendapat sosialisasi pelaksanaan PUG
2. Jumlah pertemuan dalam rangka sosialisasi dan pendampingan PPRG Tim penggerak
FUG Kab/kota se latim, auditor, lembaga masyarakat




ESELON 2

Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)

¥

[

ESELON 3
Tercapainya Peningkatan Kualitas Keluarga
IK - Persentase kebiiakan kualitas keluarga yang dikeluarkan
FUNGSIONAL | l

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarza dalam Mewuiudkan Kesetaraan Gender (KG)
dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah Kabkota yang mempunvai kebiiakan kualitas keluarga

SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarza

Kewenangan Provinsi
K :

1. Jumlah peserta sosialisasi KIE, KG, dan PA
2. Jumlah media sosialisasi yang diigunakan untuk KIE , KG dan Perlindungan anak bagi
keluarga

ESELON 2

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

K : Persentase PD yang memanfaatkan data gender dan anak

FUNGSIONAL |

Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penvaiian Data Gender dan Anak
dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
IK - Jumlah PD yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi SIGA

¥

SUB KEGIATAM

Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
IK - lumlah PD yang memiliki data terpilah gender dan anak

Penvyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembaoaan Data Provinsi
IK : Jumlah buku yang dihasilkan




Sasaran 1

[ _ESELONS 1

Tercana'lgxa Target Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 1
Perempuan
1K :
Persentase EEHKDIE yang melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial,
. budaya, ekonomi dan Lingkungan J
[ FUNGSIONAL <
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Terlaksananya Penguatan &
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada pengembangan penyedia
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi layanan pemberdayaan
1K : perempuan kewenangan
Jumilah Perempuan yang menjadi anggota M'!
parlemen IK -
Jumilah perempuan sebagai tenaga professional Jumlah penguatan dan
Jumlah perempuan yang memberikan kontribusi pengembangan penyedia
pendapatan keluarga lavanan pemberdayaan
ekl
SUB KEGIATAM
Sosialisasi Peningkatan Advokasi Kebijakan dan Pendampinoan Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial
Politik, Hukum, Sosial, dan dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
Ekonomi Kewenangan Provinsi Ik
IK - 1. Jumlzh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
1. Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik,
peninekatan partisipasi hukum, Sosial dan ekonomi
perempuan dalam bidang 2. lumlah Mﬂwng mendagatkan pendampingan
alitik hukum. social da’; kebijakan dalam politik hukum, sosial budaya
budag:aw ’ 3. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi
2 lumlahoeserta sosialisasi perempuan bidang politik social dan budaya
peninekatan partisipasi 4. lumlah k“gpjggwtiyang mendapatkan pendampingan
perempuan dalam bidang. kebijakan dalam ekonomi dan lingkungan
ekonomi dan inekungan 5. lumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi
perempuan bidang ekonomi dan lingkungan
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdavaan Perempuan
Kewenanaan Provinsi
1K :
1. lumlah PD dan ngl;jkuta yvang mendacatkan komunikasi dan informasi dan edukasi
pemberdavaan dan perlindungan perempuan
2. lumlah brosur, leaflet, buky, banner pemberdayaan dan perlindungan perempuan




ESELOM 2

sasaran 1

[ ESELONS 1

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Perempuan
IK - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung

periindungan
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan
komprehensif
FUNGSIONAL ‘1 hd
| Teiohcanam enceesian skerasen, | | Terilananys Penyedian s
Perempuan yang Layanan Ruiikan Laniutan Bagi | | Pencembarnean | e
melibatkan para Pihak i Korban Kekerasan Layanan Perlindungan Perempuan
Daerah Provinsi dan Lintas Dasrah yang memerlukan koordinasi KEwEnanzan Provinsi
Kabupaten,Kota Tingkat Daerah Provinsi dan 1K
I Lintas Daerah Kal Jumnizh |embaga penvedia lavanan
Jurmnlzh kerg K- urgan uEn akmf
%%m% Jumizh penyediaan layanan
uan pihk rujukan lani i aAdvokasi kebijakan dan
it nan perempuan | rasan Wﬁ:rﬁ iaan Sarana
dan TPPC yang tertanzani Prasarana Layanan bagi Perempuan
SUE KEGIATAN Eﬁ?ﬁwmmmm
4 Provinsi
s dan G . 1K : Jumlah PO/#ab/Kota yang
F':"'“ o K hil:ula-uu T Penyediaan Lavanan mem i saranz E:mﬂrﬂﬂﬂ
deHEIEEﬂ_ s Jan Pengaduan Masyarakat bagi. rf;ﬁﬁim n an
Kekerasan terhadap Perempuan Kekergean Tingkat Daerah KeReroaan VonE sesul deneen S0P
It : Jumlah peserta Koordinasi dan Wﬂ”ﬂ’“ﬁ Daerzh ik a3
Sinkronisasi han s =
Cekerasan, dan ThPo trh ¥ aomiah perempuen koan | | Penanganan bagi Perempuan
n dzn TRRO adam F
i Pt kot kekerazan w¥ang tertangani m&%mﬁnm
R L Provinsi
— I¥ 2 Jumlzh pessrta pelatiha
Advokasi Kebijakan dan Koordinasi dan Sinkronisasi mﬁl;ns:ma penvediz La-@rr‘an
SR Feremusn Eiin L e L Penyediaan Kebutuhan Spesifik
Provinsi bagi Ferempuan an bagi Perempuan dalam
IK - Jumlah peserta Adwokasi Kekerasan Kewenangan Darurat dan Kondisi Khusus
kebijskan syanan perlindungzn KewiEriangan Provingi
perempuan IK - Jumlah koordinasi dan 1% 2 Jurmilzh kebutuhan spesifik yang
e e St A
Izvanan ﬂ% Jummlzh pelstihan spesifik
il pErEmpuan yang terikena
kekerz=zan

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Wmﬁmn

Eewena

Prowinsi dam Lintas Dasrah




ESELON 2

5 ni

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Progzram Pemenuhan Hak Anak (PHA)
1K -

L Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

FUNGSIOMNAL

Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Provinsi

1K -
Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang melaksanakan PHA

SUB KEGIATANM l

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Mon Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

I - Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usah yang mendapatkan
pendampingan PHA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenanaan Provinsi
IK : Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA

ESELOM 2

Terc:apa'lmTarget MH‘ELPW“'“ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
IK :
Persentase l‘.t,al:lg"linta vang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

.

FUMGSIOMAL ‘] l

Terlaksananva Pencuatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1K :

Persentase Ierrhﬂﬂej_aﬁrg yvang mendorong Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penvedia Layanan Peningkatan

SUB KEGIATAN |

Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
1K : lumlah peserta Pengewgia Iaganan Feningkatan I{ualitasHiduE Anak

Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga

penyedia lavanan peningkatan kualitas hidvp anak kewenanoan provinsi

IK - 1. Jumlah peserta Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
Penvedia Layvanan Peningkatan Eualitas Hidup Anak

2. Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam pengembangan komunikasi informasi
edukasi pemenuhan hak anak




ESELOM 2

ESELON 3 |

IK :

perlindunean anak

Tercapainya Target Indikator Program Perlindungan Khusus Anak

Jumilah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung

kFersentase anak korban kekerasan yang tertangani secara konferensif

FUNGSIOMNAL ‘1

2

" Terlaksa

Valerasan tehadas arakyans
helibatkan para Pihak Li
Daerah Prowinsi dan Lintas
Daerah Kahugaten/Kota

1K -

Jumiah  Pera Daarah

Provingi K3 yEng

i dalam
n kekerasan techadan

anak

SUB KEGIATAM
Advokasi Kabiiakan dan

K : Jurniah peserts yang
e mm

[IEEN]

Il{:lurl'hh ra Rapst
ml:l inasi dan
mb:rmmsl Pencezahan

kekerasan terhadan anak

Terlaksana w I‘Hldmm:@ﬁemdm
Parli n Khusus yang %Lmrm Anak
Tingkat Eﬂm
Daerah Provinsi iﬂlmTllghtDmth
1K : Cabunan anak korban kekerasan n Daerah
VanE mendsoston Svanan oo
pengaduan pehgEs di K:
dalam unit p2layanan ternadu mwm
lawonen b snal yang
' isipasi untuk i
UsUS 303
n anak yang
e neRn s Koordinasi dan Sinkronisasi
S nasi dan Si
IK:JumiEJEHis lzyanan yang tersedia nka Mﬂ“m
Do Lenbogab ety
Anak yang
Koordinasi dan Sinkronisasi i
P e ook | | P
yang Memeriukan Perlindungan - Jumlzh sarpras yang sudzh
Khusus Kewen nProvins tersedia {UPT PPA Provinsi)
I : Jumiah jenis layanan yang tersedia
g e St
Informas], Edukas] Yang
Memerfukan Perlindungan Knusus anak yang
b Sl Perlindungan Knusus
1K - Jumlﬁﬁsﬂs’lﬂisﬁitﬂh’m Kewenangan Provinsi
e N3k yang Memerilkan 1K : Jumlzh pesarta Koordinasi
erlindu dan sinkroniszsi peningkatan
?ﬁnﬁ’"’ﬁﬁﬁng kapasitzs SO i
dinssikan dum|ah s3rpvas kab/kota vang
B _ sush terdeta.
%ﬂhm‘ﬂﬁm Koordinzsi | :hnsinl:mnissi
memeriukan nid khusus m
nan Anak
I : lumlzh jejari ELW wmmpﬁﬁ
layanan anak yang mendapatkan Khusus n Provinsi
peningkatan kapasitas SDAA 1 - Jum ri
lawanan anzk yang aktif




ESELON 2

ESELON 3 I

Tercapainya Target Indikator Program Pendaftaran Penduduk

IK :
Persentase Perekaman KTP Elektronik
 Persentase kartu Identitas Anak (KIA)

~-
FUNGSIONAL c‘

Terlaksananva Pelavanan Pendaftaran Kependudukan

K :
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelavanan pendaftaran kependudukan sesuai
standar

SUB KEGIATAN .

Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan

Masional

IK : Jumnlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk berdasarkan kebijakan nasional

Jumlah kab/kota yang meneikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan
system administrasi kependudukan

Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
IK : Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Jumiah Jumlah kab/koya yang mengi M!-ﬂ Eelavaanan Eendaﬁﬁran Enduduk 5e
Jawa timur

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Penzendalian

dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Pendudulk

IK - Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebiiakan Pendaftaran
Penduduk di Jawa Timur




ESELON 2

ESELON 3

Sasaran 2

insi_Jawa Timur

Tercapainya Target Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

IK : Jurnlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)

FUMNGSIONAL

¥

Terlaksananya Penataan
pengelolaan informasi
Adrmini ik tudub

1K : Jumiah Kab/Kota yang
Pelayvanan Adminduknya
terkonsolidasi dan
terintegrasi Big Database
berbasis Penunzzalan NIK
sesuai Standar

Terlaksananya Penyelenggaraan
p lolaan Inf i Admini -
Kependudukan Provinsi

1K -

Tersedianya  Database Ferorangan
yENg dapat dimanfaatkan
OPD/Lembaga Masyarakat berbadan
hukum yang telsh mendspst Hk
Akses

SUB KEGIATAN

pemantaztan Data Keoendudukan

¥

Terlaksananya Pembinaan

dan Pengawasan
Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudulkan

Provinsi

Jumlah  Monitoring
dan evzluasi
Pelaksanaan SIAK dan
Data Pelayanan
Kependudukan

telah  terkonsolidasi
dmsicbam

Penyusunan Tata Cara
Perencanaan, Pelaksanaan,

Pemantauvan, Evaluasi

Pengendalian dan Pemnusunan

Pelsporan Adminduk Terkait

Fengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

1K - Jumlzh peserta peningkatan
5DM dan 30F Kebijskan
Sistim Informasi Administrasi
Kependudukan (SLAK)
Terpadu di Jawa Timur

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kepada Pemangky Kepentingan

dan Masyarakat

1K : Jumlzh buku data kependudukan
per semester dam buletin
kependudukan Provinsi Jawa
Timur yang diterbitkan

Penvusunan Tata Cara

Pengelolaan Data
Kependudukan yang Bersifat
Data Persecrangan, Data
Aaregat dan Data Pribadi di

Provinsi dan Kabupaten/Kota
1K -

Jumlzh peserta Pembinaan SDM
penvusunan S0P, program keria,
manitoring, evaluasi dan

Pengelolaan Data Kependuduk
an Kab./Kota

Koordinasi Berkala antar Lembaga

Pemerintah dan Lembaga

MonPemerintah Kewenangan

Provinsi

1Kz Jumlah OPD, Lembaga
pemerintah dan Lembaga Mon
Pemerintah yang
miemanfaatkan Data
Fependudukan

Pembinaan dan

Pengawasan terkait
Pengelolaan Informasi
Administrasi

Kependudukan,

IK - Jumilah Kab/Kota yang

dimaonitoring dan
evaluasi terkait
Pelaksanaan 314K dan
Data Kependudukan
yang tlah
terkonszolidasi oleh
pusat




ESELOM 2

| Jumilah lembaga yg PK5S dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim

FUMGSIOMAL ‘1

J Terlaksananya Penyediaan profil Kependudukan
IK - Profil Kependudukan Prov. 1atim yg valid dan update

\ 4

ercapainya Target Indikator Program Pengelolaan profil Kependudukan ]

SUB KEGIATAN
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
IK : Jumlah data registrasi dari Kab,/Kota
Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka pengembangan penyelarasan program
administrasi kependudukan se jawa timur

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proveksi kependudukan serta Kebutuhan yang
lain

IK - Jumnlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun

Jumilah profil yang telah di inventarisir dari kab/kota

ESELOMN 2

Sasaran 3
NEE

ESELOM 3
Tercapainya Target Indikator Program Pengendalian Penduduk

1K:
Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK

FUNGSIONAL

Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1K
Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun 5 Pilar dalam GDPK

\ 4

SUB KEGIATAN

Advokasi dan 5osialisasi GDPK
IK - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Sosialisasi dan advokasi GDPK

Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan

Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok

Kegiatan Masyarakat

IK : Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nenformal dan
Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat




ESELOMN 2

Tercapainya Target Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana

[ FUNGSIONAL 1

Terlaksananya Peneembanzan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluwarga Berencana
(KB} Sesuai Kearifan Budava Lokal

IK:
Persentase jumlah kesertaan KB aktif (CPR)

1Kz
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan desain program berbasis kearifan lokal

5UB KEGIATAN l

Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana m I(mnunlkam! Informasi dan

Eduh:a5| {KIE) Pengendallan Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

IK : Jumlah kab/keota yang mendapatkan media promaosi

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Keria
IE2: Jumlah Kab/Kota vang mendapatkan advokasi dan KIE program KKEPE
Jumlah lembaga yang divina atau mendacatkan penguatan

ESELOM 2 |

ESELOM 2
Tercapainva Target Indikator Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)
1K:
Persentase Mitra Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Timur yang telah mendapatkan pembinaan
' Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga oy

\

FUMNGSIOMAL

Terlaksananwva Pengelol Pelaksanaan Terlaksananva P daw 1 dan
Desain Program Pembangunan Keluarga mm&lan serta Organisasi
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kemasvarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Keseiahteraan Keluarga dalam Pembangu Keluarza Melalui
1K P i Ketahanan dan Keseiahteraan
Jumlah pengelolaan desain program Keluarga
pembangunan keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan kesejahteraan keluarza 1K: Jumlah mitra kerja aktif di tingkat provinsi
yvang dilaksanakan g diberdayakan di bidang K5

$

SUB KEGIATAMN

Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Pelaksana Pusat Informasi Konseling- Oraanisasi Kemasyarakatan dalam
Remaja (FIK-R) Fengelolaan Program Ketahanan Keluarga
IK : Jumlah Pengelcla dan Pelaksana Melalui Bina Kelvarga Balita (BKB), Bina
Fusat Informasi Konseling yang Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga
meningkat kapasitasnya Lansia (BKL), Unit Peningkatan
pendapatan Keluarga Sejahtera (UPFKS)
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Pengembangan, dan Penguatan 1K - Jumlah mitra organisasi kemasyarakatan
Penyiapan Pengasvhan 1000 HPK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
1K : Jumlah Mitra organisasi Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga
kemasyarakatan kader yang ter Melalui Bina Keluarga Balita (BKEB), Bina
Fasilitasi, Pembimbingan, Keluarga Remaja (BKR]}, Bina Keluarga Lansia
FPengembangan, dan Penguatan (BKL}, Unit Peningkatan Pendapatan
Penyiapan Pengasuhan 1co0o HPK Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
Femberdayaan Ekonomi Keluarga




ESELON 2

Sasaran 4

ESELON 3

Tercapainya Target Indikator Program Penunjang Program Penunjang
Program Penuniang Urusan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah Provinsi Daerah Provinsi

Provinsi
IK: Persentase realisasi IK: Indeks profesionalitas
IK: Persentase indikator anggaran ASN

program yang tercapai

ESELON 4

S



Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IK: Jumlah Dokumen perencanaan dan angearan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

IK : Jumlah dokumen perencanaan
perangkat daerah

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD
IK : Jumlah dokurmen DPA perubahan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
REA- SKPD
IK : Jumlah dokurnen REA

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan REA-SKPD
IK Jumlah dokumen perubahan REA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtizar Realisasi
Kinerja SKPD

IK : Jumlah dokumen capaian kinerja

Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrah
IK : Jumlah dokumen evaluasi kinerja

Koordinasi dan Penyusunan DPA&-SKPD
1K - Jumlah dokumen DPA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

IK: Jumlah Laporan Pertangeungjawaban Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASM
IK : Jumlah laporan pembayaran gaji
dan tunjangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Kewangan Akhir Tahun SKPD
IK : jumlah dokumen keuangan SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASM

IK : jumlah laporan administrasi
pelaksanaan tugas ASM

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
IK : Jumlah laporan verifikasi
penatausahaan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

IK : jumlah laporan akutansi perangkat
daerah

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan
IK : Jumlah dokumen tanggapan atas LHP

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
IK - Jumlah l[aporan keuangan

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Angzaran
IK : jumlah laporan prognosis

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
IK:Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepezawaian

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

IK : jumlah pengadaan pakaian
dinas

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kineria Pegawai
IK : jumlah laporan SKP

Koordinasi dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Kepegawaian
IK : jumlah laporan data pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

IK : jumlah laporan pendidikan dan
pelatihan pegawai berdasarkan tugas
dan fungsi




Penyediaan Komponen Instalasi

Ijs.triE,J Penerangan Bangunan
Kantor

IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
IK : jumlah paket pengadaan

Penyediaan Bahan/Material
IK : jumlah paket pengadaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu
IK : jumlah paket pengadaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
IK : jumlah laporan

Penyediaan Jlasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
IK : jumlah penyediaan jasa
komunikasi sumberdava air dan
listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
IK : jumlah jasa

Penyediaan lasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

IK - jumlah jasa

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

IE : jumlah pemeliharaan,/rehabilitasi
gedung, kantor dan bangunan lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : jurnlzh peralatan dan mesin lainnya
yang dipelihara

Pemeliharaan,/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana (Hl.lnﬁ Kantor gtau Bangunan
Lainnya

IE : jumlah pemeliharaan,/rehabilitasi

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
IK : jumlah pemeliharaan aset tak berwujud

zarana dan prasarana gedung kantor atau
bangunan lainnya

Peneelolaan Dokumentasi Pimpinan
IK : jumnlzh hasil olah konten dokumentasi
kegiatan kepala dinas




V. PETA PROSES BISNIS

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LEVELD

GEMDER AN PERLINDUN KELON

LEVEL 2
PEMNINGKATAN PENINGEATAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN




URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

MENURUMNEAN TINGEAT KERMISKINAN DAN PENGANGGURAN MASYARAKAT

PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUE

MAMAIEN

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LEVELD
LEVEL 1

MEWLILIDHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

PENINGEATAN KUALITAS DATABASE KEPENDUDLUKAN




